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ABSTRAK 
PEMILIHAN DAN PERANAN KEPALA 
ADAT (AMMATOA) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT KAJANG 
DALAM
Pembimbing I dan Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan Kepala Adat 
(Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam dan untuk 
mengetahui peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi pada di Desa Tanah Towa, 
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Daerah dimana Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Dalam bermukim. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Adat 
(Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam berbeda 
dengan pemilihan Kepala Adat pada umumnya yang mayoritas dipilih 
berdasarkan musyawarah mufakat dengan. Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam percaya bahwa Ammatoa adalah wakil Tuhan di dunia ini 
dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa (Ta punya 
keistimewaan bisa berhubungan langsung dengan . Jadi 
hanya orang pilihan yang bisa menjadi Ammatoa. Pemilihan (Attanang) 
Ammatoa  hanya dapat dilaksanakan setelah meninggalnya Ammatoa dan 
atau melanggar aturan Pasang. Pemilihan (Attanang) Ammatoa 
dilaksanakan 3 tahun setelah meninggalnya Ammatoa sebelumnya dalam 
Upacara Adat di dalam Hutan Keramat (Borong Karamaka). 
Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam didasarkan atas Pasang. Ada pun peranan Ammatoa yaitu: 
1. Sebagai pimpinan adat tertinggi dalam pemerintahan adat ; 2. Sebagai 
Kepala Adat yang berperan dalam pelesatarian Pasang ; 3. Sebagai 
Kepala Adat yang berperan dalam pelesatrian lingkungan alam (hutan) ; 4. 
Sebagai Kepala Adat yang berperan dalam menyelesaikan pelanggaran 
adat 5. Sebagai Kepala Adat yang memimpin upacara adat dan 
keagamaan. 
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ELECTION AND THE ROLE OF 
CUSTOMARY CHIEF (AMMATOA) IN INDIGENOUS PEOPLE OF 
KAJANG DALAM Supervised by: Andi Suriyaman Mustari Pide as 
Supervisor I and Sri Susyanti Nur as Supervisor II. 
 
The purpose of this research is to determine the election of 
customary chief (Ammatoa) in indigenous people of Kajang Dalam and to 
determine the role of customary chief in indigenous people of Kajang 
Dalam. 
This research includes the type of empirical juridical law research 
which is descriptive, by took a place at the Land Towa village, Kajang 
District, Bulukumba. Where the Indigenous People of Kajang Dalam live. 
The results of this research indicate that the election of  customary 
chief (Ammatoa) in indigenous people of Kajang Dalam is different with the 
election of  customary chief in generally which is majority selected based 
on consensus agreement. Indigenous People of Kajang Dalam were 
believe that Ammatoa is representative of God in this world and desired by 
the Almighty (Tau Rie 'A'ra'na), had the privilege to get in touch directly 
with Tau Rie 'A'ra'na. So, just elected person that can be Ammatoa. The 
election (Attanang) of Ammatoa can only be held after the death of 
Ammatoa or break the rules of Pasang. The election of Ammatoa is held 
about 3 years after previous Ammatoa A'nganro Ceremony in the 
Sacred Forest (Borong Karamaka).  
The Role of customary chief (Ammatoa) in Indigenous Peoples of 
Kajang Dalam based on Pasang. The role of Ammatoa are as follows : 1. 
As the highest indigenous leaders in traditional governanceL; 2. As the 
chief of customary who plays a role in the preservation of Pasang; 3. As 
the chief of customary who plays a role in the preservation of natural 
environment (forest); 4. As the chief of customary who plays a role in 
resolve the violations of customary; 5. As the chief of customary who leads 
the traditional ceremony and religious. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Hukum di Indonesia adalah salah satu produk budaya yang 
tidak berwujud benda, yaitu benda abstrak. Agar hukum dapat 
dipelajari dan dikembangkan, maka hukum lalu diwujudkan dalam 
bentuk  tulisan. Hukum yang berwujud tulisan disebut undang-
undang dan dalam bentuk tulisan tetapi bukan undang-undang 
seperti Awig-awig di Bali, Pepakem  Cerebon, Simbur Cahaya di 
Sumatera Selatan, Ammanna Gappa di Sulawesi Selatan dan 
sebagainya. Akan tetapi, walaupun ada yang sudah diwujudkan 
dalam bentuk tulisan, namun hukum juga tidak menghilangkan 
bentuknya yang lain, yang belum dituliskan yaitu hukum adat dan 
hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Hukum adat itu adalah 
hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis 
karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di 
Indonesia yang berlandasakan pada budaya lisan dan budaya 
tutur.1 
 Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum 
adat itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran 
dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan 
                                                             
1
 Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 
hlm. 12. 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
2 
menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu 
ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang 
tersebut. Lambat laun antara orang yang satu dan orang yang lain 
di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan 
itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan 
perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan tersebut 
menjadi adat dari masyarakat tersebut.2 Maka dari itu hukum adat 
yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan antara masyarakat, budaya, kebiasaan, hukum, dan 
diakui keberadaannya karena merupakan suatu kesatuan yang 
utuh dalam suatu sistem hukum adat. 
 Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca 
amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indoensia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ketentuan yang mengatur 
tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal 
tersebut berbunyi -
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia 
yang diatur dalam undang- .3 Selain itu, dalam beberapa 
undang-undang juga mengatur pengakuan dan keberlakuan 
hukum adat, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
                                                             
2 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), 
Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung, hlm. 1. 
3 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 5 yang berbunyi 
 atas bumi, air dan ruang angkasa 
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini 
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 
.
4
 Hal tersebut kemudian menjadi landasan yuridis berlaku 
dan diakuinya hukum adat di Indoensia. 
 Hukum adat merupakan suatu konsep yang sebenarnya 
baru dikonstruksikan pada awal abad 20an bersamaan waktu 
dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan 
Hindia Belanda (Indonesia) saat itu.5 Sebagai akibat diadakannya 
penyelidikan dan studi hukum adat yang semakin lama semakin 
banyak, semakin teliti dan semakin sistematis. Van Vollenhoven 
menyebut periode sampai tahun 1865 sebagai penyelidikan 
lapangan yang dilakukan oleh orang-orang barat yakni masa 
perintis penyelidikan dan studi hukum adat yang berasal dari dunia 
barat.6 
                                                             
4 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
5 Dominikus rato, Loc.cit., hlm. 4.  
6
 Iman Sudiyat, Asas Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), Edisi keempat, 
Liberty, Yogyakarta, hlm. 39. 
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 Sejarah hukum adat merupalan sejarah panjang tentang 
perjalanan bangsa Indonesia yang jauh menjangkau masa-masa 
kejayaan bangsa nusantara yang memiliki masa pasang dan surut 
sebuah gugus bangsa dan sebagainya adalah karena datangnya 
bangsa Eropa (terutama Belanda, Portugis dan Inggris) yang pada 
awalnya bermotif dagang serta petualangan, karena semangat 
zaman pada masa kedatangan mereka adalah mencari benua 
baru dibelahan timur dunia ini, akan tetapi bermuara pada 
penjajahan (pembentukan koloni) 7. 
 Perjalanan panjang hukum adat ini pun kemudian membawa 
pengaruh besar terhadap perkembangan hukum adat di Indonesia, 
mulai dari aturan-aturan hingga hak memilih penggantian 
pemimpin adat hendak megadakan perubahan seperti di Eropa, 
namun pengaruh itu pun tidak begitu berbekasnya karena hukum 
adat yang kemudian telah tumbuh dalam masyarakat menjadi 
kebiasaan yang pengaruhnya dari luar tak semata-mata mampu 
diterima oleh masyarakat hukum adat. 
 Berbicara mengenai hukum adat maka fokus utamanya 
adalah masyarakat hukum adat tersebut, karena masyarakat 
hukum adat adalah bagian penting dari sistem hukum adat yang 
ada di Indoensia selain bagian-bagian lainnya seperti 
pemerintahan adat, tanah adat dan sebagianya. Masyarakat 
                                                             
7
 Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di 
Indonesia), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.  
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hukum adat yang kemudian mampu mempertahankan pola dan 
perilaku hidup dari derasnnya hantaman zaman meodern sehingga 
masih eksis sampai sekarang ini. 
 Di dalam setiap masyarakat hukum adat kita juga akan 
mengenal adanya sistem pemerintahan dengan peranannya 
masing masing, bertindak dalam masyarakat hukum adat sebagai 
kesatuan untuk keperluan dan atas nama kesatuan tersebut. 
Namun sistem pemerintahannya jauh berbeda dengan sistem 
pemerintahan dalam negara modern yang mengenal adanya 
pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Itu 
artinya sistem pemerintahnnya belum ada pemisahan kekuasaan, 
belum dikenal pejabat-pejabat tersendiri yang secara 
kelembagaan dipisahkan untuk bidang eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. Berarti masyarakat hukum adat hidupnya bersifat 
sederhana yang merupakan salah satu corak dari hukum adat itu 
sendiri. 
 Sebagai sifat umum untuk seluruh masyarakat adat 
Indonesia dapat disebutkan bahwa pemerintahan dalam 
masyarakat hukum adat disetiap tempat adalah dikendalikan atau 
dipimpin oleh beberapa pembesar, kepala desa, kepala nagari, 
kepala adat, pemangku adat, dan sebagainya. Biasanya terdapat 
seseorang yang derajatnya terhitung paling tinggi yang kemudian 
memegang tampuk kekuasaan. 
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 Dalam hal pemilihan atau pun pengankatan kepala adat atau 
pemangku adat serta pembantunya misalnya, unsur mutlak adalah 
didasarkan pada keturunannya atau turun temurun dan ini semua 
hampir terjadi dalam masyarakat hukum adat di indonesia, tetapi 
ada pula yang kemudian dipilih berdasarkan kesepakatan atau 
hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. 
Biasanya orang-orang tertua yang terkemuka dan mempunyai 
pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala adat yang 
kemudian dipilih menjadi pemimpin mereka8. Tugas dan Fungsi 
serta peranan dari setiap kepala adat pun hampir sama dari satu 
masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya 
secara umum ialah mengawasi perikelakuan warga masyarakat 
setempat dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya. 
 Menelaah lebih jauh tentang siapa yang akan menjadi 
kepala adat dan peranannya dalam masyarakat adat di Indonesia 
maka lebih lanjut perlu disinggung mengenai bentuk dari 
masyarakat hukum adat, karena hal ini yang kemudian biasanya 
menjadi dasar dari sistem pemilihan kepala adat tersebut dan 
menentukan peranannya sesuai bentuknya. Pada umumnya 
bentuk masyarakat hukum adat dibedakan atas:9 
a. Masyarakat hukum adat tunggal, adalah suatau 
masyarakat hukum adat yang didalamnya tidak terdapat 
                                                             
8 Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34. 
9
 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 
140. 
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masyarakat hukum adat atasan dan tidak ada 
masyarakat hukum adat bawahan. Dengan demikian, 
masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kesatuan 
yang tunggal. Contoh demikian ini adalah desa  di Jawa 
(Barat, Tengah, dan Timur), di Bali, di Minahasa dan 
Masyarakat Adat Kajang Dalam (Ammatoa) atau Suku 
Kajang di Sulawesi Selatan. 
b. Masyarakat hukum adat bertingkat, adalah suatu 
masyarakat hukum adat dimana didalamnya terdapat 
masyarakat hukum adat atasan dan beberapa 
masyarakat hukum adat bawahan yang tunduk pada 
masyarakat hukum adat atasan tersebut. Masyarakat 
hukum adat ini dijumpai pada masyarakat-masyarakat di 
pulau Sumatera, mislanya masyarakat Lampung, 
Sumatera Selatan, Minangkabau, Tapanuli, dan 
seterusnya. Di Minangkabau misalnya, masyarakat 
hukum adat atasan digunakan istilah nagari, sedangkan 
masyarakat hukum adat bawahan disebut suku atau sub 
suku.  
c. Masyarakat hukum adat berangkai, yakni terdiri dari 
gabungan atau federasi dari masyarakat hukum adat 
setaraf. Contohnya adalah mancapat atau golondongan 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
8 
(federasi 5 desa) dan manca lima (federasi 9 desa) di 
Jawa Tengah. 
  Dengan melakukan klasifikasi tersebut diatas maka kita 
dengan mudah dapat mengetahui siapa yang akan menjadi kepala 
adat atau pemangku adat pada suatu masyarakat hukum adat 
dengan sistem pemilihan dan peranannya masing-masing. 
  Masyarakat hukum adat di Minahasa misalnya, yang 
merupakan masyarakat hukum adat berbentuk tunggal, masyarakat 
hukum adat di sini disebut kampong yang dipimpin oleh hukum tua. 
Setiap kampong terbagi ke dalam wilayah yang lebih kecil yang 
disebut dengan jaga, dan dikepalai oleh seorang kepala jaga. 
Setiap jaga terbagi lagi dalam wilayah dengan sekumpulan rumah 
yang dikepalai oleh seorang yang dinamakan mewetang, selain itu, 
terdapat pula pejabat-pejabat lainnya seperti juru tulis, pengukur 
tanah, manteri aer, tukang plakat, dan kepala jaga polisi.10  
  Sesuai adat, kepala adat di Kampong dipilih atas dasar 
musyawarah mufakat dari setiap kepala jaga yang berada dalam 
wilayah yang lebih kecil berdasarkan kewibawaan dan 
kesanggupannya dalam menghadapi masalah termasuk ancaman 
keamanan dan menjaga ketentuan-ketentuan adat yang ada.11 
                                                             
10 Ibid., hlm. 145. 
11
 http://www.mamahit.com, diakses pada tanggal 30 Januari 2013, pukul 19.50 
Wita 
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Selama menjadi pemimpin, Kepala adat kemudian mendasarkan 
setiap keputusannya pada apa musyawarah atau Paesa in 
Deken (tempat mempersatukan pendapat). Dari nama itu jelas 
terlihat bahwa seluruh keputusan yang diambil merupakan hasil 
dari musyawarah.12 Dan hal ini kemudian menandakan bahwa 
dalam setiap pengambilan keputusan dari suatu masyarakat hukum 
adat akan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat, mulai dari 
pemilihan kepala adat hingga pada pengambilan keputusan. 
Perannya pun sebagai kepala adat sangat sentral, selain menjadi 
pengayom dalam masyarakatnya, kepala adat juga diharapkan 
mampu menjaga keamanan dan yang paling utama adalah 
menjaga ketentuan adat yang berlaku sejak dahulu, maksudnya 
adalah jangan sampai ada pengaruh modern yang kemudian 
masuk ke masyarakat hukum adat tersebut yang menyalahi 
ketentuan adat maka peran dari kepala adat sangat diharapkan 
untuk tetap menjaga kelestarian dan sifat tradisional yang dimiliki 
masyarakat hukum adat setempat. 
  Sedangkan dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
(Ammatoa) misalnya, yang juga merupakan masyarakat hukum 
adat berbentuk tunggal seperti di Minahasa. Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam (Ammatoa) dipimpin oleh kepala adat atau 
                                                             
12 http://www.theminahasa.net, diakses pada tanggal 30 Januari 2011, pukul 
21.15 Wita 
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pemangku adat yang disebut juga dengan Ammatoa. Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) percaya bahwa Ammatoa 
sebagai sebutan untuk kepala adatnya karena merupakan orang 
dituakan atau pemimpin tertua. Sebutan Ammatoa berasal dari 
bahasa setempat dengan memakai bahasa konjo berdialek 
Makassar. Mereka memiliki panduan hidup dalam bentuk tuturan 
lisan yang disebut Pasang ri Kajang  (pesan-pesan suci dari 
kajang) yang sudah dilestarikan dari generasi ke generasi.13 
Pasang ri Kajang ini pun yang kemudian menjadi landasan utama 
dari segala aktifitas dan bertindak Masayarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam. 
  Dalam Pemilihan kepala adat Ammatoa misalnya, mereka 
kemudian mempercayai bahwa seorang Ammatoa bukanlah orang 
sembarangan, jadi hanya orang tertentu saja yang mampu menjadi 
Ammatoa karena orang tersebut merupakan pilihan tuhan yang 
ciptakan kemudian layak untuk menjadi pemimpin mereka, orang 
yang kemudian menjadi Ammatoa adalah orang yang disegani dan 
berpengaruh. Bahkan dalam Pasang dikatakan bahwa pengaruh 
Ammatoa sampai kebeberapa daerah di luar pulau Sulawesi seperti 
Sape dan Salaparang di Pulau Lombok, Tembelu dan Tambora di 
Puilau Sumbawa dan beberapa daerah lainnya di Ambon dan 
                                                             
13
 Moh ilham Hamudy, Perselingkuhan Politik Ammatoa  (Jurnal Vol.XXXI No 70 
Unisia Desember 2008), hlm. 2. 
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Ternate.14 Oleh Karena itu keberadaan Ammatoa sangat dihormati 
oleh masyarakat karena ia bukan sekedar sebuah jabatan yang 
bersifat keduniaan melainkan sebuah jabatan yang melalui proses 
yang panjang dan yang paling penting adalah seorang Ammatoa 
harus memperoleh  persetujuan secara langsung dari Tuhan atau 
biasa disebut (TRA).15 Selain itu ada banyak hal 
yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang 
Ammatoa, karena menjadi seorang Ammatoa adalah tanggung 
jawab besar dan seorang Ammatoa hanya dapat diganti setelah ia 
meninggal dunia.  
  Kepala adat dalam suatu masyarakat hukum adat yang 
kemudian menjadi hal yang sangat penting  untuk dibahas lebih 
mendalam. Orang yang kemudian menjadi seorang kepala adat 
atau pemangku adat adalah bukanlah orang sembarangan, 
seseorang yang kemudian dipilih berdasarkan kemampuannya, 
mampu bertanggung jawab atas tugasnya dan yang lebih penting 
lagi adalah mampu menjaga kearifan dan kelestarian dari 
masyarakat hukum adat tersebut sesuai pesan leluhur atau pun 
kebiasaan masyarakat hukum adat setempat. Salah satu contohnya 
adalah kepala adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam. 
                                                             
14 Pawennari Hijjang, Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa (Jurnal Antropologi 
Indonesia Vol. 29. No 3, Universitas Hasanuddin 2005), hlm. 7. 
15 Ibid., hlm. 8. 
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Yang menjadi salah satu fokus kemudian adalah mengenai 
sistem pemilihan kepala adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam. Dalam paragraf sebelumnya telah dijelaskan 
bahwa seorang kepala adat Ammatoa dipegang oleh orang yang 
tidak sembarangan dan harus memperolah persetujuan secara 
langsung dari Tuhan.  Apakah kemudian sistem pemilihan dari 
Ammatoa yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
hampir sama dengan masyarakat hukum adat lainnya dan 
dilakukan secara musyawarah mufakat ataukah ada perbedaan 
yang sangat signifikan dan kalaupun itu memang benar adanya 
bahwa terjadi perbedaan, berarti ada nilai-nilai yang kemudian ingin 
dijaga dan tetap dilesatrikan sesuai aturan dan kepercayaan 
masyarakat hukum adat setempat. Bagaimanakah kemudian 
peranan kepala adat dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
saat sekarang ini dalam menjalankan kepemimpinannya ditengah 
derasnya arus zaman modern, apakah nilai-nilai dari peranan itu 
masih hidup dalam masyarakat hukum adat sesuai Pasang ri 
Kajang dan masih seperti dahulu kala sejak awal munculnya 
masyarakat hukum adat tersebut. 
Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, 
penulis melihat sebuah permasalahan kemudian berniat untuk 
memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dari analisis-analisis 
yang kiranya masih perlu lebih diasah, untuk menjawab 
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permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat tema 
dat (Ammatoa) Dalam 
.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah sistem pemilihan kepala adat (Ammatoa) 
dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam? 
2. Bagaimanakah peranan kepala adat (Ammatoa) dalam 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala adat (Ammatoa) 
dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam. 
b. Untuk mengetahui peranan kepala adat (Ammatoa) dalam 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Pembahasannya kemudian diharapkan untuk : 
a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu 
pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Hukum Adat 
didalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa). 
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b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka 
khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih 
mendalam mengenai sitem pemilihan dan peranan kepala 
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A. Hukum Adat 
1. Pengertian  
Hukum adat merupakan suatu istilah yang diterjemahkan 
dari Bahasa Belanda. Pada mulanya hukum adat itu dinamakan 
adat recht oleh Snouchk Hurgronje dalam bukunya yang berjudul 
De Atjehers  Buku ini artinya adalah orang-orang aceh. Mengapa 
- , karena 
pada masa penajajahan Belanda orang Aceh sangat berpegang 
teguh pada hukum islam yang saat itu dimasukkan kedalam hukum 
adat. 
Istilah Adatrecht digunakan juga oleh Van Vollenhoven 
Het Adat-Recht Van Nederlandsch 
Indie  Mengapa Van 
Vollenhoven memberi judul hukum adat Hindia Belanda dalam 
bukunya?. Karena Van Vollenhoven menganggap bahwa rakyat 
Indonesia banyak yang menganut hukum adat pada masa Hindia 
Belanda. Jika diamati sebenarnya asal mula hukum adat itu dari 
adati akat. Pada 
abad 19 pada saat peraturan-peraturan agama mengalami 
Receptio in complex
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dan Salmon hukum adat itu 
merupakan penerimaan dari hukum agama yang dianut oleh 
 Tetapi hal  ini ditentang keras oleh Snouchk 
Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ten Haar Bzn.  Walaupun hukum 
agama itu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum 
adat, tetapi tidak begitu besar pengaruhnya karena pengaruh 
hukum agama hanya terbatas pada beberapa daerah saja. 
Adat merupakan kepribadian suatu bangsa, merupakan 
salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan 
dari abad ke-abad. Tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri 
dimana antara satu dan yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu 
ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adat tersebut merupakan 
unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa 
yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri adat yang dimiliki oleh 
suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta 
sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. 
Dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan hukum adat 
ialah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada 
sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, 
dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun 
di kota. 
Tidak ada satu definisi yang paten tentang hukum adat itu 
sendiri. Beberapa pakar mencoba untuk mendefinisikan huku adat 
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dari sudut pandangnya itu sendiri. Menurut Cornelis van 
Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tetang 
perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada 
satu pihak mempunyai sanksi (karena besifat hukum), dan pada 
pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena 
adat).16 
Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak 
tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan 
pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan 
dan kesejahteraan masyarakat dan besifat kekeluargaan.17 
Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya 
merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaa-kebiasaan yang 
mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, 
kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang 
diulang-ulang dalam bentuk yang sama.18 
Seminar Hukum Adat dan 
Pembangun
hukum asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan 
Republik Indonesia yang disana-sini mengandung  unsur agama.19 
Jadi hukum adat menurut pandangan para tokoh walaupun 
berbeda, tetapi maksud para tokoh itu sama. Mereka memandang 
                                                             
16
 C. Dewi Wulansari, 2012. Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika 
Aditama, Bandung,hal. 3. 
17Ibid., hal. 4. 
18
 Tolib Setiadi, Loc.cit., hal. 22. 
19C. Dewi Wulansari, Op cit., hal. 6. 
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hukum adat itu sebagai tingkah laku manusia yang mempunyai 
sanksi dalam keputusan-keputusan yang bertujuan untuk 
mendaptkan keadilan dalam tingkah laku manusia yang harus 
ditemukan dan diberlakukan dalam hukum adat Indonesia dan 
hukum adat pun mempunyai kaitan dengan hukum agama 
walaupun agama tidak mempunyai pengaruh besar terhadap 
hukum adat karena terdapat perbedaaan antara hukum adat dan 
hukum agama, sehingga untuk membuktikannya kita harus 
melakukan analisis terhdap hukum agama mulai dari agama Islam 
berkembang di Arab sampai di Indonesia. 
 
2. Sumber Hukum Adat 
Dalam membicarakan sumber hukum (Adat) diangggap 
penting terlebih dahulu dibedakan atas dua sumber hukum yaitu 
Welborn dan Kenbo 20. Wellborn  adalah sumber hukum (Adat) 
dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti 
Welborn tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadailan yang 
hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain Welborn  
itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti 
Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan Kenborn  adalah 
sumber hukum (Adat) dalam arti dimana hukum (Adat) dapat 
diketahui atau ditemukan. Dengan kata lain sumber dimana asas-
                                                             
20
 http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber-dan-asa-
hukum-adat.html, diakses pada tanggal 30 Januari 2014, Pukul 15.35 Wita. 
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asas hukum (Adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat 
sehingga dengan mudah dapat diketahui. Kenborn itu merupakan 
penjabaran dari Welborn. Atas dasar pandangan sumber hukum 
seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu 




c. Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke 
dalam Adat istiadat masyarakat Indonesia asli 
d. Kitab-kitab Hukum Adat 
e. Buku-buku standar tentang Hukum Adat 
f. Pendapat para Ahli Hukum Adat. 
Dengan demikian hukum adat dapat ditemukan baik dalam 
adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus 
memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta 
hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli 
hukum adat. 
3. Corak-corak Hukum Adat 
Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat  
dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat dapat sebutkan 
yaitu:21 
 
                                                             
21 C. Dewi Wulansari, Op.cit., hlm. 15. 
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a. Tradisional 
Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya 
bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga 
ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap 
berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang 
bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat 
Batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki 
sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau 
dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum 
kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik 
garis keturunan dari perempuan dan masih tetap 
dipertahankan hingga dewasa ini. 
b. Keagamaan  
Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan 
(magis-relegius), artinya perilaku hukum atau kaidah-
kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap 
yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Menurut kepercayaan Bangsa Indonesia 
bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa 
(animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme); di 
sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang 
mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan 
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sebagainya) dan alam sejagad ini ada karena ada yang 
mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta. 
c. Kebersamaan (Bercorak Komunal) 
Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan 
bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan 
kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi 
diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan 
semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota 
masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, 
kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. 
d. Konkret dan Visual 
Corak hukum adat adat adalah konkret, artinya hukum 
adat ini juga jelas, nyata, berwujud sedangkan corak 
visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, 
tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang 
samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan 
-
(serah terima)-nya. Misalnya perkawinan, apabila pihak 
wanita telah menerima paningset, maka wanita yang 
akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan 
pada orang lain. 
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e. Terbuka dan Sederhana 
Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu 
dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar 
asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu 
sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana 
artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak 
banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak 
tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan 
saling mempercayai. Keterbukaan ini misalnya, dapat 
dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dan hukum 
kawin anggau
suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara 
suami. 
f. Dapat Berubah dan Menyusuaikan 
Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu, maka dapatlah 
dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum 
yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia 
sejak dahulu hingga sekarang yang dalam 
pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus-
menerus mengalami proses perubahan atau menebal 
dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses 
perkembangannyan terdapat isi atau materi hukum adat 
yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup 
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dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan 
tumbuh. 
g. Tidak Dikodifikasi 
Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau 
tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah 
dan dapat menyesuaikan  dengan perkembangan 
masyarakat, seperti yang diuraikan di atas. Walaupun 
demikian adanya, juga dikenal hukum adat adat yang 
dicatat dalam aksara daerah yang bentuknya tertulis 
  dan 
. Di Bali dan Lombok 
Awig-  , di Surakarta dan 
Angger-angger  Selain 
itu masih ada peraturan-peraturan hukum adat pada 
abad XV sampai XVIII yang tertulis dalam buku 
(manuskrip) orang-orang  di Sulawesi Selatan yang 
 yang masih berlaku hingga sekarang. 
Jadi berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang corak 
hukumnya dikodifikasikan/disusun secara teratur dalam 
kitab yang disebut kitab perundangan. 
h. Musyawarah dan Mufakat 
Hukum adat pada hakikatnya  mengutamakan adanya 
musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
24 
hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu 
pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi 
perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, 
diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan 
damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling 
memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu 
langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan 
negara. 
Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu 
dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efktif 
dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir 
dan paradigm berfikir adat sering masih mengakar dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki 
kehidupan dan aktifitas yang disebut modern. 
Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui dengan cara 
sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran hukum adat 
yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disumpulkan dari 
pepatah-pepatah, kata-kata kias yang mendalam serata hikayat 
atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut 
sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat 
diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusan 
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dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat 
dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. 
4. Unsur-unsur Pembentukan Hukum Adat  
 Dengan berpedoman pada pengertian atau batasan Hukum 
Adat dari Soepomo, ditambah dengan formulasi hukum adat dari 
para pakar yang berkumpul di Yogyakarta dalam seminar Hukum 
Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tersebut di muka, maka 
hukum adat itu 
22 
 hukum adat merupakan hukum 
Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-
undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung 
23
 
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh agama 
terhadap proses terwujudnya hukum adat sangat bersifat umum 
dan diakui oleh para pakar hukum adat pada umumnya. 
 
5. Sifat Umum Hukum Adat 
 Kelihatannya terdapat kecendrungan yang kuat di kalangan 
para sarjana untuk menyatakan bahwa hukum adat itu pada 
hakikatnya bersifat tidak tertulis. Oleh karena itu, para ahli dan 
sarjana hukum adat selalu mengemukakan bahwa hukum adat 
                                                             
22
 Tolib Setiady, Loc.cit., hlm. 29.
23Ibid., hal. 29. 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
26 
bukanlah hukum statuta. Hukum statuta adalah hukum yang 
dikodifikasikan, jadi bersifat tertulis.24 
 Menurut van Dijk, hukum adat itu ada yang berasal dari raja-
raja dan di antaranya ada yang bersifat tertulis, atau konstatasi dari 
Bushar Muhammad (1961) bahwa di samping bagian yang tidak 
tertulis dari hukum (adat) asli itu ada pula bagian yang tertulis, yaitu 
piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun 
lontara, awig-awig (Bali), walaupun bagian ini tidak berarti (sangat 
sedikit) yang, menurut Bushar Muhammad, tidak berpengaruh dan 
sering dapat diabaikan.25 
 Menurut Soerjono Soekanto, apabila ada hal-hal yang 
seperti disebutkan oleh van Dijk dan Bushar Muhammad, itu adalah 
lebih baik dinyatakan sebagai hukum adat yang didokumentasikan 
(gedocumenteerd adatrecht) atau sebagai hukum adat tercatat 
(beschreven adatrecht).26 
 
6. Sistem Hukum Adat 
 Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang 
mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, 
kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian 
                                                             
24 Soleman B. Taneko, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa 
Mendatang, Bandung, hlm. 10. 
25
Ibid., hlm. 10. 
26Ibid., hlm. 10. 
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dasarnya. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum, maka 
dinamakan sistem hukum, mencakup hal-hal sebagai berikut:27 
a. Di dalam ilmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus 
yang pragmatis, bahwa unsur-unsur tertentu (atau 
elemen-elemen tertentu), merupakan hukum, sedangkan 
yang lain adalah tidak. Dianggap sebagai hukum adalah 
aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-
undangan, keputusan-keputusan hakim atau 
yurisprudensi, dan kebiasaan. 
b. Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atas 
dasar bermacam-macam kriteria, yang menghasilkan 
dikotomi-dikotomi, sebagai berikut: 
1) Ius Constitutum  dan Ius Constituendum, 
2) Hukum alam dan hukum positif, 
3) Hukum imperatif dan hukum fakultatif, 
4) Hukum subtantif dan hukum ajektif, 
5) Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak 
tertulis. 
c. Konsistensi di dalam suatu sistem hukum akan ada, 
apabila terjadi persesuaian atau keserasian antara: 
1) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 
                                                             
27 Soerjono Soekanto, Loc. cit., hlm. 59.
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2) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu 
dengan hukum kebiasaan. 
3) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu 
dengan yurisprudensi. 
4) Yurisprudensi dengan hukum kebiasaan. 
d. Kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur-
unsur yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, 
yakni adanya hukum, penegak hukum, fasilitas dan 
warga masyarakat. Setiap unsur tersebut harus 
memenuhi syarat tertentu, dan keempat unsur tersebut 
saling berkaita dan saling mempengaruhi. Apabila suatu 
peraturan perundang-undangan tidak lengkap misalnya, 
maka hakim wajib melakukan penemuan hukum dengan 
cara melakukan penafsiran,yakni penafsiran gramatikal, 
sejarah, sistematis atau teleologis. 
 Apabila hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu sistem 
maka hukum adat dapat dikatakan pula sebagai suatu sistem 
karena hukum adat merupakan bagian dari hukum secara 
menyeluruh. 
 Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, 
yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan 
berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat, 
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sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa 
Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai 
sistem hukum barat. 
 Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus 
menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam 
masyarakat Indonesia. Dalam bukunya: Het Adatrecht van Ned. 
Indie standaardwerk
hukum adat. Van Volllenhoven melukiskan susunan hukum adat 
pada tiap-tiap lingkaran hukum adat (adatrechtskring) disleuruh 
kepulauan Indonesia. Dalam lukisan itu Van Vollenhoven 
menggunakan metode dan istilah-istilah ciptaannya sendiri, 
berlainan daripada metode dan istilah-istilah hukum yang lazim 
dipakai dalam lukisan sistem hukum Barat. Ter Haar murid utama 
dari Van Vollenhoven, menguraikan dalam bukunya:..Beginselen 
en Stelsel van bet Adatrecht. Bagaimana sifat dasar-dasar hukum 
dan bagaimana bentuknya sistem hukum yang merupakan latar 
belakang dari segala lembaga, dari bermacam-macam perbuatan 
hukum di dalam lingkungan hukum adat.28 
7. Eksistensi Hukum Adat  
Banyak orang yang berpendapat bahwa hukum adat 
merupakan warisan masyarakat kuno yang hidup pada zaman 
dahulu, sehingga keberadaannya kurang diakui dalam masyarakat 
                                                             
28Ibid.,hlm. 60. 
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modern seperti sekarang ini. Istilah adat sendiri sering 
diterjemahkan sebagai suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang 
dalam masyarakat. 
Pada dasarnya hukum dapat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu, Ius Constituedum atau hukum yang dicita-citakan, yang berisi 
rumusan-rumusan yang belum berlaku. Ius Constitutum atau 
hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan 
penggolongan tersebut, maka muncul permasalahan yaitu 
bagaimanakah peranan hukum adat dalam hukum positif itu sendiri 
maupun dalam pekembangannya dikemudian hari. 
Hukum adat biasa dimasukkan dalam kerangka hukum 
positif yang memliki sanksi tertentu, namun hukum adat juga 
merupakan hukum yanag tidak tertulis dan juga tidak 
dikodifikasikan. Maka permasalahannya adalah implementasi 
hukum adat itu sendiri tidak mempunyai asas legalitas, namun 
hanya ditaati oleh masyarakat hukum adat secara suka rela. 
Hukum adat juga diakui eksistensinya dalam konstitusi 
Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam pasal 18B ayat 
(2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepenjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang.  
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Kemudian ayat tersebut dapat diambil intisari bahwa 
keberadaan hukum adat masih diakui dalam tertib hukum nasional, 
namun apabila sepanjang masih ada, dengan kata lain tidak 
diperkenankan menggali suatu pranata hukum yang telah mati atau 
sudah tidak berlaku sejak dahulu. Selain itu, hukum adat dalam 
pelaksanaannya sebagai sumber hukum yang diakui secara 
nasional juga harus sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. 
Saat ini, penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari 
juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, 
jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat 
menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan 
hukum dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim 
juga harus mengerti perihal hukum adat. 
Dapat dikatakan bahwa hukum adat masih sangat 
dibutuhkan dalam menjawab problematika perkembangan hukum 
nasional yang sekian banyak adalah hukum yang non statuair dan 
tidak prosedural seperti peraturan hukum lainnya misalnya 
peraturan perundang-undangan, namun di dalam tubuh hukum 
adat itulah terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang 
diharapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. 
 
8. Kedudukan  Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional 
Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting 
untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum 
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nasional, yang menuju kepada unifikasi pembuatan peraturan 
perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan 
berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam 
pembinaan hukum. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat 
dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti: 
a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum 
dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma 
hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini 
dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar. 
b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang 
dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman 
tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian 
Indonesianya. 
c. Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas hukum adat 
ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing 
yang dipergunakan untuk memperkaya dan 
memperkembangkan hukum nasional, agar tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
33 
Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung 
unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum 
adat itu telah terserap di dalam hukum nasional. 
B. Masyarakat Hukum Adat 
1. Bentuk Masyarakat Hukum Adat 
Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis 
pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang 
mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat 
tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat 
secara teoritis adalah faktor Genealogis (keturunan) dan faktor 
Teritorial (wialyah). 
Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian 
terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat 
disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi 
hukuk adat disebut:29 
1) Persekutuan hukum genealogis. 
2) Persekutuan hukum teritorial. 
3) Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan 
penggabungan dua persekutuan hukum di atas.  
Kejelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum di 
atas adalah sebagai berikut:
 
                                                             
29 C.  Dewi Wulansari, Op. cit., hlm. 25. 
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1) Persekutuan Hukum Genealogis 
Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis 
dasar pengikat utama anggota kelompok adalah 
persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota 
kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek 
moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di 
masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini 
dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat 
patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.30 
2) Persekutuan Hukum Teritorial 
Mengenai persekutuan hukum territorial yang 
dimaksudkan di atas, dasar pengikat utama anggota 
kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani 
kehidupan bersama ditempat yang sama.31 
3) Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial 
Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis-
teritorial dalam pengikat utama anggota kelompoknya 
adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan 
territorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para 
anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman 
daerah tertentu tetapi ia juga terikat pada hubungan 
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keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau 
kekerabatan.32 
2. Wilayah Hukum Adat 
 Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai 
Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa 
lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen).33 
 Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya, Adat- Recht, 
membagi seluruh wilayah Indonesia ke dalam sembilanbelas 
lingkaran wilayah hukum adat sebagai berikut:34 
a. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue) 
b. Daerah-daerah Gayo, Alas, dan Batak 
1) Daerah Gayo (Gayo Lueus) 
2) Daerah Alas 
3) Daerah-daerah Batak (Tapanuli) 
Tapanuli Utara: 
a) Batak Pakpak (Barus) 
b) Batak Karo 
c) Batak Simelungun 
d) Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban 
Julu) 
 
                                                             
32Ibid.,hal. 28. 
33A.Suriyaman Mustari P, 2009. HUkum Adat- Dulu, Kini dan Akan Datang, Pelita 
Pustaka, Makassar, hlm. 11. 
34 Soleman B. Taneko, Op. cit., hlm. 44.
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Tapanuli Selatan: 
e) Pada Lawas (Tano Sapanjang) 
f) Angkola 
g) Mandailing (sayurmatinggi) 
c. Nias dan Batu Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah 
datar, Lima Puluh koto, Wilayah Kampar, Kurinci) 
d. Mentawai (orang-orang Pagai) 
e. Sumatera Selatan 
a) Bengkulu (Rejang) 
b) Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, 
Gendongtataan, Tulang bawang) 
c) Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, 
Pasemah, Semendo) 
d) Jambi (penduduk Batin dan penduduk Penghulu) 
f. Enggano 
g. Daerah Melayu (Lingga Riauw, Indragiri, Sumatera Timur, 
orang-orang Banjar) 
h. Bangka dan Belitung 
i. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, 
Kalimantan Tenggara, Mahkam hulu, Pasir (Daya Kenya, 
Daya Klemanten, Daya Landak dan Dayak Tayan, Daya 
Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Daya 
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Maanyan Siung, Daya Ngaju, Daya Ot Danum, Daya 
Panyabung Punan) 
j. Minahasa (Manado) 
k. Gorontalo (Bolaang Mongondouw, Boalemo dan Minahasa) 
l. Daerah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, 
Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To 
lainang, Kepulauan Banggai)
m. Sulawesi Selatan (orang-orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, 
Poure, Mandar, Salaiar, Muna) 
n. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, 
Pulau-pulau Sula) 
o. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, pulau-pulau Uliaser, 
Saparua, Buru, Seram, pulau-pulau Kei, pulau-pulau Aru dan 
Kaisar) 
p. Irian Barat 
q. Kepulauan Timor (kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, 
Mollo, Sumba, Sumbah Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, 
Ngada, Rote, Savu, Bima) 
r. Bali dan Lombok (Bali, Tenganan Pagringsingan, Kastala, 
Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa) 
s. Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura (Jawa Tengah, 
Kedu, Purwerejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, 
Madura) 
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t. Daerah-daerah Swapraja di Jawa (Surakarta, Yogyakarta) 
u. Jawa barat (Priangan, daerah-daerah Sunda, Jakarta, 
Banten) 
Dari daerah-daerah lingkungan hukum (rechtskring) di 
Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:35 
1. Hukum Adat mengenai tata negara 
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, 
hukum tanah, hukum perhutangan) 
3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana) 
 
C. Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat 
1. Pemerintahan Adat (Kepala Adat) 
      Berbicara mengenai pemerintahan adat dan kedudukan 
kepala adat dalam masyarakat hukum adat maka kita akan 
membahas tentang susunan atau struktur dalam pemerintahan 
adat dan bagaimana kepala adat tersebut kemudian 
mendapatkan jabatannya. Semuanya tergantung pada keadaan 
dan kondisi masyarakat hukum adat setempat dengan 
memperhatikan bentuk dari masyarakat hukum adat. 
 Beberapa masyarakat hukum adat, Kepala adat atau 
pemangku adat atau penguasa adat mutlak adanya, tata cara 
pemilihan dan pengangkatan tergantung dari masyarakat hukum 
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adat setempat. Selain itu ada pula yang kemudian dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala adat dibantu 
oleh beberapa kepala pemerintahan adat lainnya tergantung 
dari kebutuhan dan ciri yang dikehendaki. 
 Berikut ini beberapa contoh susunan kepengurusan 
adat (Pemerintahan adat) yang bersifat teritorial menunjukkan 
adanya jalinan hubungan kewargaan adat yang bersifat 
kekeluargaan dalam ketetanggan. Antara lain:36 
a. Di daerah Aceh, dengan dikecualian daerah gayo yang 
merupakan suatu desa adalah tempat kediaman yang 
oleh seorang Uluebalang. Mukim ini merupakan kesatuan 
dari beberapa gampong (kampung) dan atau juga 
Lembaga Agama. Setiap gampong dipimpin oleh Keuciq 
sebagai kepala kampung dan Imeum (imam), atau 
Teungku Meunasah. Kepengurusan (pemerintahan desa) 
dari satu gempong dilaksanakan oleh Keuciq dan 
Teungku Meunasah ureung tuha
(majelis tua-tua kampung). Untuk mengatur kehidupan 
warga adat gempong digunakan hukum adat samping 
hukum islam. 
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  A Suryaman Mustari Pide, Dasar-Dasar Hukum Adat, Pelita Pustaka, 
Makassar, hlm. 53. 
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b. Di daerah Sumatera Selatan, yang masyarakatnya terdiri 
dari orang-orang Palembang, Ogan, Pasemah, 
Semendo, dan Komering, yang merupakan suatu desa 
beberapa dusun. Diantara marga-marga itu adalah 
bersifat teritorial namun ada juga yang geanologis namun 
kebanyakan bersifat ketetanggaan. Kepala marga disini 
disebut Pasirah dengan gelar Pangeran atau Depati, 
sedangkan para Kepala Dusun disebut Krio atau Mangku 
atau juga Prowatin. Para staf pembantu disebut 
Punggawa, Kepala Suku. Dalam susunan yang sama 
berlaku juga dipulau Bangka dan Belitung. 
c. Di daerah Tapanuli, persekutuan daerah disebut negeri, 
di sebelah selatan disebut kuria sedangkan di 
Padanglawas di sebut luhas. Di tiap-tiap persektuan 
daerah tersebut terdapat persekutuan kampung yang 
disebut huta dan kepala huta adalah seseorang marga 
asal yaitu seseorang keterunan Pembuka Tanah dan 
Pembuka huta didalam daerah yang bersangkutan. 
Kepala Kuria disebut Raja Panusuan.37 
d. Di Jawa Barat, Tengah, Timur dan Bali, masyarakat 
hukum adat disini pada umumnnya disebut desa. Dan 
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digambarkan sebagai masyarakat hukum yang berbentuk 
tunggal. Desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang 
disebut Jaro (Banten), Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi  
(Jawa Tengah dan Timur) dan Klian (Bali). 
e. Di Bugis Makassar, masyarakat hukum adat disebut 
dengan Kampong yang dipimpin oleh seorang Matowa 
(atau Jannang, Lompo,Tando) dengan kedua 
pembantunya yang disebut Sariang atau Parennuang. 
Suatau gabungan kampung dalam struktur asli disebut 
Wannua (Bugis),  (Makassar). 
Pimpinan dulu disebut Arung palili atau Sullawetang 
(Bugis) dan Gallarang atau Karaeng (Makassar). 
f. Di Masyarakat Sabu (Nusa Tenggara Timur), menurut 
pemerintahan adat daerah pulau Sabu ini dibagi dalam 
lima daerah. Daerah-daerah ini meliputi daerah Seba, 
Lae, Mesara, Raijua, dan Daerah Tamu. Tiapa-tiap 
daerah adat didiami oleh udu (suku) . Tiap-tiap suku 
dibagi dalam kesatuan yang lebih kecil yang disebut udu 
kagoro. Udu (Suku) dipimpin oleh banggau udu dan udu 
kagoro dipimpin oleh banggu kagoro. Banggu udu 
bergelar Dau te atau marimone, yang berarti bapak 
kehidupan. Kepala adat baik yang memimpin lembaga 
keagamaan maupun pemimpin yang mengatur kehidupan 
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sehari-hari dipimpin oleh kepala adat tertinggi yang 
disebut Dou te rai. Dou te rai dipilih oleh semua anak udu 
(anak suku) serta anak udu kagaro (anggota sub suku) 
serta oleh dewan mone-ama.38 
2. Peranan Kepala Adat  
Kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat berada 
dibawah kepemimpinan seorang kepala adat, pemangku adat, 
kepala nagari, dan sebagainya. Tugasnya utamanya jelas 
bahwa mereka kemudian menjadi pemimpin dalam menjalankan 
pemerintahan masyarakat hukum adat adalah memelihara 
jalannya hukum adat setempat sebagaimana mestinya dan 
menjadi pengayom dalam masyarakat hukum adat setempat.  
Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat  
sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat 
setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat 
atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum 
dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi 3 hal 
sebagai berikut:39 
a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah 
berhubungan dengan adanya pertalian yang erat 
antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah 
itu. 
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 Soerjono Soekanto, Loc. cit., hlm. 144-146. 
39 Tolib Setiady, Loc. cit., hlm. 142. 
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b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk 
mencegah adanya pelanggran hukum supaya 
berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara 
preventif) 
c. Menyelenggrakan hukum sebagai pembetulan hukum 
setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara 
represif). 
  Dalam buku Soerjono soekanto tentang peranan kepala 
adat dalam suatu masyarakat adat, almarhum Ki Hajar 
Dewantara sering menggunakan pepatah yang maksud dari 
pepatah tersebut adalah seorang kepala adat yang dijadikan 
pemimpin harus memiliki idealisme kuat, serta dia harus dapat 
menjalankan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara 
sejelas mungkin, oleh karena dia harus mampu untuk 
menentukan suatu jalan bagi masyarakat yang dipimpinnya, 
serta merintis kearah tujuan tersebut dengan menghilangkan 
segala hambatan, antara lain dengan menghapuskan lembaga-
lembaga kemasyarakatan yang telah usang. Bahayanya bagi 
pemimpin dimuka adalah bahwa kemungkinan berjalannya 
terlalu cepat, sehingga masyarakat yang dipimpinnya tertinggal 
jauh.40 
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  Seorang pemimpin di tengah-tengah, mengikuti 
kehendak yang dibentuk masyarakat. Ia selalu dapat mengamati 
jalannya masyarakat serta dapat merasakan suka dukanya. Dari 
dia diharapkan dapat merumuskan perasaan-perasaan serta 
keinginan-keinginan masyarakat dan juga menimbulkan 
keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang 
menguntungkan.41 
  Pemimpin dibelakang diharapkan mempunyai 
kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Dia 
berkewajiban untuk menjaga supaya perkembangan 
masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai 
yang pada suatu masa dihargai oleh masyarakat. Sendi-sendi 
kepemimpinannya adalah keutuhan dan harmoni didalam 
masyarakat. Pemimpin demikian berkecenderungan untuk 
menjadi formalitas bahkan tradisionalitas.42 
  Makna dari kutipan panjang yang sering dipergunakan 
oleh Ki Hajar Dewantara tentang peranan kepala adat dalam 
masyarakat hukum adat mengindikasikan bahwa kepala adat 
dalam menjalankan kepemimpinannya lebih banyak dibebani 
kewajiban dari pada hak, maksdunya ialah lebih banyak 
peranan yang kemudian harus dilakukan dibandingkan peranan 
yang boleh dilakukan. 
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  Sementara itu tugas pemeliharaan atau penyelenggaraan 
hukum kepala rakyat atau kepala adat ini meliputi seluruh 
lapangan hukum adat seperti misalnya:43 
a. Di Jawa (Desa) 
1. Sikep, Gogol yaitu golongan yang berkewajiban penuh 
terhadap segala gawe desa 
2. Kuli Gandok (INDUNG) yaitu yang hanya memikul 
separuh dari gawe desa 
3. Orang orang tua dan anak-anak, golongan yang bebas 
dari gawe desa. 
Kalau ada persoalan apakah seseorang sudah boleh 
dianggap cukup tua sehingga dibebaskan dari gawe 
desa, maka kepala rakyat bermusyawarah dalam rapat 
desa serta selanjutnya memberi putusan berdasarkan 
hukum adat yang berlaku. 
b. Dalam urusan tanah bantuan kepada rakyat adalah mutlak. 
Misalnya dalam hal penjualan lepas, menjual sande, atau 
menyewa tanah, bantuan kepala rakyat dimaksud 
merupakan syarat mutlak. Di seluruh wilayah Indonesia 
bantuan kepala rakyat dalam perjanjian-perjanjian mengenai 
tanah itu merupakan jaminan bahwa perjanjian itu terang, 
tidak menentang hukum adat.
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c. Membagi harta warisan di Desa, misalnya dilakukan dan 
berlaku dibawah pimpinan Kepala desa. 
d. Kepala rakyat campur tangan dalam perkawinan, ikut 
mencari jalan keluar pada setiap ada kemungkinan bahwa 
hukum adat akan dilanggar. Seperi misalnya Raja Huta 
(Kepala huta) di daerah Tapanuli menjaga dilakukannya 
peraturan adat marganya sendiri. 
  Oleh Karena itu kesimpulan awalnya adalah betapa 
beratnya peranan yang diharapkan dari seorang penguasa atau 
kepala adat dalam masyarakat hukum adat, dapat ditelaah dari 
nilai-nilai tradisionalnya dikalangan orang Jawa, mengenai hal 
tersebut. Seorang penguasa dianggap adil apabila dia dapat 
menjaga harmoni dari pola interaksi sosial sebagai inti dari 
proses sosial. Masyarakat akan merasa puas dengan 
penguasa, apabila terwujud bantuan masyarakat dengan 
penguasa (manunggaling kawula lan gusti). Maksudnya adalah, 
bahwa penguasa dapat menyerasikan diri dengan 
perkembangan masyarakat. Disamping itu juga diharapkan 
bahwa seorang penguasa dapat mewujudkan watak yang 
berani, bijaksana, adil, menjunjung tinggi kebenaran, 
berperasaan halus dan berperikemanusiaan.44 Dan seorang 
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kepala adat juga diharpakan tidak menyimpan dari keputusan 
yang diberikan terhadap rakyatnya. 
  Mengenai hal itu, maka di minangkabau sistem 
kepemimpinan didasarkan pada sistem tiga-tungku sejarangan. 
Dalam proses perkembangannya masyarakat Minangkabau, 
dapat dilihat dan dikatahui dari kepemimpinan yang diatas, 
mula-mula masalah/bidang adat saja, kemudian dengan 
masukanya agama (Islam terutama) ke dalam masyarakat 
Minangkabau, maka timbullah unsur pemimpin agama, dan 
faktor agama menjadi turut menentukan kehidupan dalam 
masyarakat, maka disamping ninik-mamak pemangku adat baik 
karena kenyataan maupun karena diakui dengan resmi, 
disertakan alim ulama, yang bersama-sama dengan ninik 
maman adat memimpin kesatuan-kesatuan sosial masyarakat 
dalam adat dan dengan kemajuan yang dihasilkan oleh sistem 
pendidikan serta perekonomian maka timbul pula unsur 
pimpinan baru yang dinamai cerdik-pandai yang pendaptnya 
katanya. Perkataannya juga menentukan dalam masyarakat, 
maka diikutsertakan pula lah cerdik-pandai ini dalam 
kepemimpinan dalam masyarakat adat.45 
  Dengan demikian dapatlah dikatan bahwa penguasa 
masyarakat hukum adat mempunyai peranan pada hampir 
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seluruh bidang kehidupan masyarakat. Dalam bidang hukum, 
maka penguasa masyarakat hukum adat adalah penegak 
hukum dalam arti luas. Dia harus menjadi penegak hukum, 
pelakasana hukum, dan menjadi pelopor perkembangan hukum. 
Hal itu pula dapatlah dimengerti oleh karena sebagaimana telah 
disinggung di awal bagian yang terbesar dari masyarakat 
Indonesia dikuasai oleh alam pikiran tradisional yang bersifat 
kosmis.46 
D. Adat Kajang Dalam (Ammatoa) 
1. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
(Ammatoa) 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam atau yang lebih 
dikenal dengan Adat Ammatoa yang terdapat dalam 
kebudayaan Sulawesi Selatan. Masyarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam berada di desa Tana Towa sebuah desa yang terletak di 
pedalaman Kecamatan Kajang di Kabupaten Bulukumba. 
Kurang lebih 180 KM dari kota Makassar. Sebuah kehidupan 
masyarakat yang masih kental akan adat istiadatnya yang 
sakral dan terkenal dengan kearifan lokalnya yang masih 
dilestarikan sampai saat ini. 
Adat Ammatoa merupakan salah satu kelompok 
masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah pedalaman yang 
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jauh dari hiruk pikuk kota modern. Mereka menganggap bahwa 
daerah mereka adalah warisan leluhur yang perlu untuk dijaga 
dan dilestarikan dengan adat istiadatnya. Adat Ammatoa yang 
letaknya di desa Tana Towa dibagi kedalam kelompok 
masyarakat, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Masyarakat 
Kajang Luar terdiri dari dua dusun yang sekarang ini jauh lebih 
berkembang dan modern. Sementara Kajang Dalam yang 
letaknya di dusun Benteng desa Tana Towa Kajang yang 
sampai hari ini masih hidup sederhana dengan adat istiadatnya 
sehingga disebut dengan Masyarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam. 
Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam lebih 
didominasi dengan bercocok tanam dan bertani. Mereka 
kemudian hidup berkelompok dalam suatu lingkungan dengan 
mengelola hutan adat yang luasnya kurang lebih 50 Km. Mereka 
tidak mengenal kehidupan modern. Sebagai ciri awal misalnya, 
mereka menggunakan bahasa setempat yang dikenal dengan 
bahasa konjo berdialek  makassar, pakain yang digunakan 
didominasi oleh warna hitam-hitam dan hanya diperbolehkan 
mengenal dua warna yaitu hitam-hitam dan putih sehingga 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam identik dengan hitam-
hitam. Tempat tinggal mereka pun sangat tradisional, semua 
model dan bentuknya hampir sama, tak satu pun dari 
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masyarakat hukum adat setempat yang menggunakan teknologi 
modern. Bagi mereka dengan hidup modern seperti sekarang ini 
tidak sesuai dengan pesan leluhur, itu artinya ketika mereka 
kemudian  ingin mengenal modernitas maka sama saja mereka 
menyimpang dari ajaran leluhur. Kepala adat atau pemimpin 
mereka juga disebut Ammatoa. Kehidupan mereka pun 
dilandaskan pada Pasang  yang merupakan pesan-pesan hidup 
yang menjadi pedoman mereka . 
2. Pasang ri Kajang Sebagai Pedoman Hidup 
Pasang ri Kajang adalah ungkapan bahasa konjo, 
semacam bahasa daerah yang cenderung diidentifikasikan 
sebagai dialek bahasa Makassar dan bahasa ini juga dipakai 
sebagai alat komunikasi oleh penduduk kecamatan Kajang dan 
sekitarnya. Ungkapan itu sendiri terdiri dari tiga kata masing-
etiga kata tersebut 
mempunyai arti tersendiri.47 
Pasang secara harafiah berarti pesan-pesan atau wasiat 
atau amanat. Dengan demikian ungkapan tersebut pula berarti 
massege seperti dikenal dalam ungkapan bahasa inggris. Kata 
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yang telah diterangkan terdahulu. Jadi secara harafiah 
ungkapan Pasang ri Kajang berarti pesan-pesan di Kajang.48 
Kemudian, Pasang ri Kajang dilihat dari segi isi dan 
makna yang dipesankan mengandung beberapa pengertian. 
Pasang dapat berarti nasehat atau wasiat. Dapat pula berarti 
tuntunan atau amanah dan juga bermakna renungan atau 
ramalan. Selain itu dapat dapat pula berarti peringatan atau 
mengingat. Begitulah anatara lain pengertian-pengertian 
tentang Pasang ri Kajang.
49
 
Selanjutnya isi dan doktrin yang terkandung dalam 
Pasang baik berupa wasiat, peringatan ataupun yang 
merupakan amanah dan tuntunan, semuanya itu merupakan 
nilai budaya dan nilai sosial oleh masyarakat pemiliknya yaitu 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa). Doktrin 
atau materi-materi Pasang yang menghendaki adanya suatu 
kegiatan umpan balik dari doktrin tersebut pelaksanaannya 




Pelaksanaan itu sendiri menjadi suatau tradisi yang 
melembaga dalam berbagai institusi-institusi dan lembaga-
lembaga sosial. Kemudian dari seluruh gerak kelembagaan 
tersebut baik yang dilaksanakan secara pribadi maupun secara 
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berkelompok akhirnya disampaikan pula kepada generasi 
berikutnya, dan penyampaian ini merupakan materi Pasang. 
Sehingga wujud Pasang itu sebenarnya merupakan himpunan 
dari seluruh pengetahuan dan pengalaman dimasa lampau 
yang mencakup semua kehidupan nenek moyang dan leluhur 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa). Artinya 
materi-materi Pasang itu bukan hanya verbal tetapi juga aktual. 
Artinya meliputi perbuatan dan tingkah laku.
51
 
Dan seluruh isi dan makna Pasang tersebut diwariskan 
secara turun temururn dari satu generasi ke generasi berikutnya 
melalui peraturan lisan atau oral dengan bentuk ungkapan-
ungkapan atau cerita-cerita lisan. 
3. Ammatoa Sebagai Kepala Adat 
Dalam peraturan Pasang berupa cerita suci dan 
ungkapan lainnya menyebut bahwa perintah atau amanah dari 
Ta  disampaikan kepada manusia melalui seorang 
manusia pilihan. Orang tersebut mempunyai keistimewaan dan 
kelebihan-kelebihan lainnya. Orang tersebut menerima perintah 
dan larangan dari Ta . Orang tersebut karena 
kesuciannya maka nama aslinya pantang untuk diungkapkan 
sehingga ia dipanggil menurut statusnya yaitu Ammatoa dan 
sebagai kepala adat atau pemangku adat dalam Masyarakat 
                                                             
51 Ibid., hlm. 2. 
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Hukum Adat Kajang Dalam. Seperti yang diungkapkan dalam 
Pasang bahwa Ammatoa adalah manusia pertama, sudah sejak 
dunia ada. Dapat dilihat dalam ungkapan Pasang: 
 yang artinya sejak dunia ada 
Ammatoa sudah ada.52 
Adapun istilah Amma adalah istilah bahasa konjo yang 
artinya bapak, sedangkan Toa artinya tua. Dengan demikian 
Ammatoa berarti Bapak tua atau yang dituakan. Pengertian  
bapak disini bukanlah pengertian menurut biologi yang berarti 
ayah kandung tetapi adalah penegrtian bapak sebagai 
pemimpin atau kepala. Jadi Ammatoa berarti bapak tua atau 
bapak yang dituakan atau pemimpin. 
  
  
                                                             
52 Ibid., hlm. 7. 
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di daerah Kabupaten Bulukumba 
Kecamatan Kajang Desa Tana Towa. Dengan melakukan penelitian  
tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat 
sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan 
komprehensif. 
Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena penulis 
ingin mengetahui dan mengkaji Sistem Pemilihan Kepala Adat 
(Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam. Penulis 
juga ingin mengetahui tentang Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait 
agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai 
masalah penelitian. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan 
dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan 
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sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 
penelitian. 
2. Sumber data 
a. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku, koran, situs internet, majalah, dan artikel yang berkaitan 
dengan masalah dan tujuan penelitian. 
b. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis fenomena-fenomena yang 
diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penilitian ini dilakukan oleh 
penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai macam 
literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan 
masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara 
wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka 
dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, dalam hal ini 
tokoh-tokoh adat, pemangku adat, masyarakat adat pihak-
pihak yang terkait dengan masalah penelitian. 
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D. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data 
sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. 
Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis yang berupa memberikan gambaran secara 
jelas dan konkret mengenai masalah penelitian yang dibahas secara 
kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pemilihan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) bermukim 
di Desa Tanah Towa terletak disebelah utara wilayah  Kecamatan 
Kajang Kabupaten Bulukumba, Tepatnya di bagian selatan   Provinsi 
Sulawesi Selatan. Di Desa Tanah Towa ini lah kehidupan Masyarakat 
Hukum Adat Ammatoa hidup sederhana dan melestarikan adat dan 
budayanya. Desa Tanah Towa terdapat 9 Dusun, 7 Dusun termasuk 
dalam kawasan adat yang menjadi wilayah kekuasaan Ammatoa 
sebagai kepala adat dan 2 Dusun lainnya berada diluar kawasan adat 
yang taraf kehidupannya lebih maju dan telah mengenal modernisasi. 
Secara geografis wilayah Desa Tanah Towa berada pada 
daerah perbukitan dan bergelombang jika dilihat dari topografi 
ketinggian wilayah Desa Tanah Towa sekitar 50-200 Meter diatas 
permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5745 mm per tahun, 
serta suhu udara rata-rata antara 13- n kelembaban udara 
70 % per tahun. Luas wilayah Desa Tanah Towa secara keseluruhan 
tercatat 972 ha yang terbagi atas beberapa peruntukan seperti untuk 
luas pemukiman 169 ha, untuk persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, 
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kuburan 5 ha, pekaranagn 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum 
lainnya 5 ha dan luas hutan 331 ha53. 
Menurut data penduduk Desa Tanah Towa tahun 2013 jumlah 
penduduk 4.024 jiwa, 957 KK yang terdiri atas laki-laki 1.882 jiwa, dan 
perempuan berjumlah 2.142 jiwa. Penduduk ini tersebar di 9 dusun 
yakni Dusun Balagana, Dusun Jannaya, Dusun, Benteng, Dusun, 
sun 
Bongkina dan Dusun Luraya. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis dengan membagikan kuesioner kepada 70 
orang sampel yaitu 50 sampel untuk masyarakat yang bermukim di 
dalam kawasan adat dan 20 sampel untuk masyarakat yang 
bermukim di luar kawasan adat sebagai responden dalam penelitian 
ini. Penduduk di dalam kawasan adat Ammatoa rata-rata telah 
menetap dan tinggal di kawasan adat sejak lahir. 94% menjawab 
sudah tinggal sejak lahir dan 6% masyarakat pendatang. Masyarakat 
pendatang berdomisili di kawasan adat karena ikatan perkawinan 
dengan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa. Begitu pun penduduk 
yang bermukim diluar kawasan adat rata-rata telah menetap dan 
tinggal di luar kawasan adat juga sejak lahir. 90 % menjawab sudah 
tinggal sejak lahir dan 10 % masyarakat pendatang dan pindah 
tempat tinggal dari dalam kawasan adat.
                                                             
53
 Data Kantor Kepala Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten 
Bulukumba 
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Masyarakat Desa Tanah Towa secara umum mayoritas 
memiliki mata pencaharian sebagai petani, berkebun dan peternak 
untuk yang laki-laki, sedangkan yang perempuan lebih banyak 
menjadi Ibu Rumah Tangga dan membantu suaminya saat bertani 
maupun berkebun. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat 
Tanah Towa  masih sangat rendah, kebanyakan masyarakat yang 
telah berusia 30 tahun keatas tidak tamat SD dan tidak pernah 
menempati bangku sekolah. Namun karena arus pembangunan yang 
semakin meningkat sehingga mayoritas anak-anak usia sekolah 
sudah mulai mengenal dunia pendidikan. Hal ini juga didukung oleh 
pemerintah daerah setempat dengan dibangunnya tiga bangunan 
Sekolah Dasar (SD), satu bangunan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan satu bangunan  Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
letaknya berada di luar kawasan namun tidak jauh dari kawasan adat. 
Kepercayaan yang dianut oleh Masyarakat Hukum Adat 
Ammatoa adalah kepercayaan Patuntung yang artinya tuntunan, 
keyanikan yang lebih kepada menuntun umat manusia kearah yang 
lebih baik namun maksud dari kepercayaan tersebut sebenarnya 
mempercayai  adanya tuhan seperti halnya pemeluk agama Islam. 
am di 
Bulukumba sehingga mereka pun menganggap dirinya sebagai 
pemeluk agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dengan berdirinya 
salah satu mesjid di Dusun Balambina dan beberapa mesjid lainnya 
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yang berada baik di dalam kawasan adat maupun di luar kawasan 
adat.  
Menurut cerita Kepala Desa Tanah Towa dalam wawancara 
dengan penulis memaparkan tentang sejarah secara singkat sehingga 
daerah tersebut diberi nama Tanah Towa. Tanah berarti bumi, tempat 
perpijak, wadah untuk melangsungkan kehidupan. Sedangkan Towa 
berasal dari kata Toa yang berarti tua, lebih awal, lebih dulu. Asal 
mula Tanah Towa berarti tanah yang tertua. Bumi yang menjadi induk 
dan awal penciptaan bumi lainnya. Lanjut beliau, sebagai warga 
masyarakat dari tanah yang tertua sudah sepantasnya kalau segala 
sendi kehidupan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Untuk 
menjadi contoh, maka masyarakat harus memiliki budi pekerti yang 
luhur, kreatif dan mempertahankan warisan pendahulu maka dari itu 
Tanah Towa ada. Namun berdasarkan hasil kuisioner masih ada 
beberapa masyarakat yang belum mengetahui sejarah Adat 
Ammatoa. Sekitar 10% masyarakat menjawab belum mengetahui 
karena faktor usia yang masih muda, dan 90% yang menjawab telah 
mengetahui sejarah singkat adat Ammatoa. Sedangkan masyarakat 
yang bermukim diluar kawasan adat 45 % diantaranya tidak 
mengetahui sejarah adat Ammatoa karena sejarah tersebut bagi 
masyarakat yang bermukim diluar kawasan adat dianggap tabu serta 
banyak masyarakat tidak mengetahuinya karena belum mendapatkan 
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cerita tersebut dari orang tua mereka dan 55 % mengetahui sejarah 
adat Ammatoa. 
Menurut keyakinan masyarakat Desa Tanah Towa pada saat 
alam ini diciptakan oleh  sangat kecil seperti 
tempurung kelapa. Titik awal penciptaanya terjadi di Desa Tanah 
Towa tepatnya di Tombolo. Di tempat inilah  (Yang 
Maha Kuasa) menciptakan bumi ini pertama kali. Tombolo sendiri 
adalah nama yang sesuai dengan bentuk alam pada awal 
penciptanya. Tombolo berarti tempurung kelapa. Setelah alam ini 
terbentuk bagaikan tempurung kelapa kemudian  
menciptakan langit sebagai penutupnya.  
Setelah langit tercipta  melihat perbandingan 
antara langit dan bumi ternyata bumi ini sangat kecil sehingga dengan 
sebuah kata Tuhan melebarkan alam ini. Namun setelah lebar 
ternyata bumi terlalu lebar dibandingkan dengan langit. Setelah itu 
tuhan menyempitkan bumi ini dengan sebuah kata sehingga bumi ini 
mengkerut akhirnya terjadilah bukit dan lembah di permukaan bumi. 
Setelah melihat keadaan langit dan bumi dan 
dianggap seimbang sesuai dengan kedudukan dan posisinya akhirnya 
Tuhan mengutus seseorang yang akan mengurus bumi ini. Sebelum 
orang tersebut diutus,  menitipkan beberapa pesan 
yang akan menjadi pedoman baginya dalam menjalankan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya yang disebut Pasang. Lambat laun 
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orang tersebut memiliki hasrat untuk memiliki teman dan orang yang 
akan menemaninya dalam mengurus alam ini. Sehingga dengan 
keinginan itu akhirnya dia memisahkan  salah satu dari anggota 
tubuhnya untuk menjadi temannya.  
Dalam bahasa Konjo memisah sesuatu dari tubuh untuk 
Annyappe
harafiah Annyappe berarti memetik dari induknya. Namun secara 
istilah sappe berarti titis/titisan. Setelah anggota tubuh terpisah dan 
berwujud manusia sebagaimana induknya maka sang induk 
menitipkan pesan kepadanya sebagimana pesan yang diterimanya 
dari  kemudian di utus ke suatu wilayah untuk menjadi 
penanggung jawab dalam wilayah tersebut. Begitulah seterusnya 
sampai suatu masa mereka berkumpul dan sepakat untuk 
mengangkat salah satu dari mereka menjadi penaung dari orang 
banyak. Dan disepakati yang menjadi penaung adalah orang yang 
pertama kali diutus oleh  yang lambat laun disebut 
Ammatoa. Kemudian  dengan kekuasaanya 
menciptakan (Annyappe) ke empat Adat secara berturut-turut untuk 
membantu tugas dan tanggung jawab Ammatoa yakni Galla Pantama, 
dan 54 . 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Sultan, Kepala Desa Tanah Towa (
)  Kecamatan Kajang  Kab. Bulukumba
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Pada zaman dahulu, ketika manusia belum banyak menghuni 
bumi sebutan Ammatoa belum dikenal. Yang ada ialah sanro atau 
sanro lohe, atau dukun (yang) sakti. Sanro lohe bukan hanya sekedar 
sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit, tetapi juga merupakan 
tokoh pimpinan dalam upacara ritual keagamaan atau  
sekaligus sebagai pimpinan kelompok55. 
Ammatoa sebagai kepala adat dalam Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam (Ammatoa) sebagai orang, bapak, dan manusia yang 
dituakan baik di dalam kawasan adat maupun diluar kawasan adat. 
Sebagai wakil tuhan ( ) di bumi yang mendapatkan 
pengasihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan pembawa pesan suci 
(Pasang).  Menjadi manusia yang punya keistimewaan dan tugas 
mulia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa 
 ).  dalam kehidupan 
Ammatoa menjadi kegiatan utama demi keselamatan dunia beserta 
isinya, baik di dunia maupun di akhirat nanti dalam artian Ammatoa 
harus mampu mengelilingi Bumi 77 kali dalam sehari semalam sesuai 
dengan keyakinan (Katappakkang simmata). Dalam Pasang 
dijelaskan:  




                                                             
55 Yusuf Akib, Ammatoa Koimunitas Berbaju Hitam, Pustaka Refleksi, hlm. 32. 
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Artinya: 
Saya bermohom pengampunan kepada Allah Yang Maha 
Berkehendak secara keseluruhan demi keselamatan dunia beserta 
isinya tapi kita harus melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi 
apa yang dilarangNya. Karena  Maha Mengetahui. 
Melihat segalah tingkah yang dilakukan oleh setiap manusia walaupun 
kita tidak melihat tapi melihat Kita. 
Pasang selanjutnya:  
Punna maimmako kupauang sesena kahajikanga na anre 
nugaaukangi tala   rinakke salaya rikau tangkamuaya. 
 
Artinya: 
Kalau saya sudah sampaikan apa yang harus dilakukan dan kamu 
tidak melaksanakannya maka kamu sendiri yang mengalami 
penyesalan baik di dunia maupun di akhirat nanti. 
Jika membandingkan dengan sejarah peradaban dan 
perkembangan keyakinan beragama, hal yang sama juga dijelaskan 
dalam kitab-kitab suci bahwa Tuhan mengutus seorang utusan (Nabi 
dan Rasul) yang mampu menuntun masyarakat dalam menjalankan 
segala firmanNya dalam bentuk peribadatan. Nabi dan Rasul seperti 
yang dijelaskan dalam kitab-kitab suci saat wafat akan digantikan oleh 
orang-orang pilihan berikutnya. Hal yang sama juga terjadi dalam 
sistem pergantian Ammatoa yang telah berbuat secara maksimal 
sampai pada waktunya atau setelah mangkatnya atau setelah 
, maka selanjutnya pelaksana dari Pasang secara 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
65 
berkelanjutan dan dapat digantikan orang-orang pilihan dan 
selanjutnya disebut sebagai Ammatoa56. 
Pergantian Ammatoa sebagai kepala adat yang baru melalui 
proses yang kemudian berada dalam suatu sistem pemilihan kepala 
pemerintahan adat yang baru seperti halnya sistem pemilihan kepala 
pemerintahan baik Presiden, Perdana Menteri, Gubernur, Bupati 
hingga Kepala Desa. Namun berbeda halnya dengan sistem 
pemilihan dalam pergantian kepala adat Ammatoa tidak mempunyai 
masa jabatan karena Ammatoa merupakan jabatan yang didapatkan 
atas kehendak dan menjadi jabatan seumur hidup 
sehingga pemilihannya pun dilaksanakan setelah meninggal dunia. 
Tidak memiliki batas waktu dan juga tidak didasarkan pada keturunan 
langsung layaknya pergantian pemimpin dalam sitem kerajaan. 
Sistem pemilihan kepala adat dalam suatu masyarakat hukum 
adat yang berbentuk tunggal didasarkan pada musyawarah, berbeda 
halnya dengan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam yang juga bentuknya tunggal lebih mempercayai tanda-tanda 
alam dan berdasar pada takdir bahwa hanya orang pilihan yang Maha 
Kuasa ( ) saja yang bisa menjadi kepala adat 
(Ammatoa).  
                                                             
56
 Ramli Palimmai, , Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Bulukumba, Bulukumba, hlm. 21. 
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Pemilihan kembali Ammatoa yang baru dapat dilaksanakan 
setelah tiga tahun meninggalnya Ammatoa yang lama dan atau 
melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Pasang biasanya 
dalam hal pelanggran Pasang yang tidak dilihat langsung secara 
kasat mata dampaknya terhadap alam di kawasan adat akan nampak, 
misalnya gagal panen secara besar-besaran, hama tanaman semakin 
merajalela, tanah retak, sampai dengan terjadinya gempa bumi yang 
terjadi di kawasan adat. Namun selama ini menurut pengakuan Puto 
Hading, belum ada satu pun Ammatoa yang diberhentikan ditengah 
jalan karena melakukan pelanggaran adat dan Pasang.  
Jabatan Ammatoa merupakan jabatan seumur hidup sehingga 
untuk menobatkan kembali seorang Ammatoa yang baru berdasarkan 
kehendak dari Yang Maha Kuasa ( ). Selama 3 tahun 
menunggu kepala adat Ammatoa yang baru, seperti halnya dalam 
konsep Negara modern maka terjadi kekosongan jabatan. Oleh 
karena itu, harus ada pelaksana tugas dan atau pejabat sementara 
yang menjalankan tugas tersebut. Akan tetapi, konsep kepemimpinan 
Ammatoa tidak mengenal adanya penunjukan pejabat sementara dan 
atau pelaksana tugas sementara. Tugas dan tanggung jawab 
Ammatoa secara otomatis dijalankan oleh pemangku adat lain yang 
membantu Ammatoa yaitu para pemangku adat yang bergelar Galla. 
Pemangku adat yang bergelar Galla berjumlah 26 orang 
sehingga ada salah satu diantara mereka yang menjadi koordinator 
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dalam menjalankan tugas sementara Ammatoa sebagai kordinator 
dari pemangku adat yang lain. Dari berbagai literatur yang penulis 
baca, ada yang mengatakan bahwa diangkat pelaksana tugas 
Ammatoa untuk mengkoordinir 26 pemangku adat tersebut. Namun, 
menurut keterangan Ansar yang merupakan staff Desa Tanah Towa 
Bidang Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa fungsi-fungsi 
koordinasi dikembalikan ke Anrongta. Anrongta ini juga yang melantik 
Ammatoa saat prosesi pemilihan (Attanang) Ammatoa yang baru.  
Anrongta adalah merupakan salah satu jabatan dalam sturktur 
kelembagaan Ammatoa yang dijabat oleh seorang wanita, dalam 
konsep struktur organisasi desa misalnya Anrongta diibaratkan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Anrongta terdiri dari dua kata yang 
masing-masing mempunyai arti, Anrong artinya ibu sedang ta 
merupakan kata ganti milik yang berarti kita. Jadi Anrongta artinya ibu 
kita. Tetapi, ibu disini bukan diartikan sebagai ibu kandung namun 
sebagai satu jabatan. Perlu dijelaskan bahwa Anrongta tersebut 
bukan istri dari Ammatoa namun sebagai pendamping Ammatoa 
dalam menjalankan peraturan sesuai isi Pasang. Jabatannya juga 
berlaku seumur hidup. Sedangkan untuk memilih kembali Anrongta 
setelah meninggal dilakukan dengan meminta petunjuk dari alam gaib 
berdasarkan kehendak Yang Maha Kuasa ( )57.  
                                                             
57
 Hasil wawancara dengan Bapak Ansar (Tokoh Masyarakat) Staff Desa Bagian 
Kejehateraan Sosial Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba 
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Lanjut menurut Ansar, Anrongta ada dua orang yaitu Anrongta 
Baku Attoaya yang biasa disebut Anrongta Ri Pangi dan Anrongta 
yang biasa disebut Anrongta Ribongkina. Anrongta Ri 
Pangi yang bertugas melantik Ammatoa. Selain itu, Anrongta yang 
secara otomatis akan menjabat atau melaksanakan segala tugas 
penting Ammatoa apabila meninggal dunia ( ). Kemudian 
Anrongta juga melaksanakan proses ritual  Annyuru Borong 
untuk terbentuknya Ammatoa berikutnya. Sedangkan tugas Anrongta 
Baku  sewaktu-waktu dapat memimpin acara  
apabila acara ersebut adalah sudut rumah. Dalam jangka 
tiga tahun tersebut, Anrongta yang beperan penting dalam proses 
sebelum pemilihan, saat pemilihan (Attanang) hingga pelantikan. 
Berikut ini penulis akan menjelaskan secara rinci proses pemilihan 
(Attanang) Ammatoa yang baru : 
1. Pra Pemilihan  
Dalam jangka waktu tiga tahun merupakan persiapan untuk 
memilih kembali (Attanang) Ammatoa. Jangka waktu inilah, yang 
kemudian menjadi masa pencarian calon Ammatoa. Masa ini 
dianggap sebagai rentang waktu yang cukup matang untuk 
mendapatkan calon Ammatoa. Semua warga di dalam Masyarakat 
Adat Ammatoa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 
Ammatoa ini juga sesuai dengan prinsip demokrasi dalam Negara 
modern yang menjamin kesamaan hak untuk dapat dipilih menjadi 
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pemimpin dan dipimpin. Namun perlu diingat bahwa jabatan 
Ammatoa bukanlah orang sembarangan tetapi orang pilihan yang 
memang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa ( ) 
dan telah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi Ammatoa. 
Berikut ini adalah kriteria calon Ammatoa: 
a. Dikehendaki oleh  (Yang Maha Kuasa) 
Seorang Ammatoa adalah yang memang telah 
ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Takdir ini semua orang 
tak mampu mengelaknya. Seorang Ammatoa merupakan 
manusia pilihan yang mempunyai keistimewaan dan 
kelebihan. Karena kesuciannya sehingga dianggap mampu 
menerima perintah dan menjauhi larangan dari 
. 
Pasang mengajarkan Masyarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam (Ammatoa
 





Rumah-rumah bisa dipindahkan, pakaian bisa ditinggalkan. 
Bersabarlah dan kuatkan imanmu. Yang dikatakan pusaka 
memang harus dipergilirkan kepada orang-orang yang 
berhak. 
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Dan Apabila: 
Nakajariang jako tinang juku 
  Aikauimntu 
 
Artinya: 
Apibila pangan menjadi, ikan melimpah, tuak mengalir, 
dedaunan menghijau maka kaulah yang pantas menjadi. 
Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan makna isi 
pasang tersebut bahwa menjadi seorang Ammatoa adalah 
sesuai denga orang yang dikehendaki oleh  
bukan karena pendidikannya yang tinggi maupun keadaan 
ekonominya yang layak. Jadi siapa pun yang dikehendaki 
 maka jadilah orang tersebut sebagai 
Ammatoa. 
b. Mampu menguasai dan mengamalkan isi Pasang 
Dalam hal menguasai Pasang, di bab sebelumnya 
telah dijelaskan bahwa Pasang secara harafiah berarti 
pesan-pesan atau wasiat atau amanat yang kesemua isinya 
bersifat suci dan tidak dituliskan (kodifikasi). Maksudnya 
adalah seorang calon mampu menghafalkan dan mengerti isi 
Pasang tersebut karena Pasang inilah yang menjadi dasar 
atas semua tindakan dalam menjalankan tugas sebagai 
Ammatoa. Dengan adanya kemampuan menguasai Pasang 
tersebut maka calon tersebut telah layak dan pantas untuk 
menjadi seorang Ammatoa. 
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Sedangkan dalam hal mengamalkan isi Pasang, 
bahwa pengamalan isi Pasang menjadi sangat penting 
karena isinya tersebut menjadi tuntunan dalam berkehidupan 
dan melangsungkan hidup sehingga dapat menjadi rel yang 
mengarahkan lokomotif kehidupan sesuai dengan arah dan 
tujuannya. Maka dari itu seorang calon Ammatoa harus 
mampu mengamalkan agar tercipta masyarakat yang damai 
dan kehidupannya berjalan sesuai aturan. 
c. Memiliki Sifat sifat yang menonjol yakni sebagi berikut: 
a) Sabbarapi na guru (Sabar sebagai seorang guru), 
maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah 
penyabar dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas 
terutama berkaitan dengan isi Pasang, hal ini penting 
adanya karena seorang Ammatoa diharapkan nantinya 
mampu menuntun warganya baik dalam menghadapi 
masalah, cobaan dan terlebih lagi dalam mengajarkan 
warganya tentang implementasi Pasang dan 
pengamalannya.  
b) Pesonapi nu sanro (Taat sehingga mampu menjadi 
sebagai seorang dukun atau orang pintar) maksudnya 
adalah seorang calon Ammatoa haruslah mampu 
mengobati warga yang sakit, mampu mendiagnosa 
layaknya seorang dokter tentang suatu penyakit berada 
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difisik maupun psikis (jasmani dan rohani) serta mampu 
meramalkan masa depan, baik nasib seseorang maupun 
keadaan lingkungan alam berdasarkan tanda-tanda 
alam. 
c) Lambusuppi na karaeng (Mempunyai derajat kejujuran 
layaknya seorang raja) maksudnya adalah seorang 
calon Ammatoa haruslah orang yang jujur karena dalam 
menjalankan tugasnya setelah menjadi seorang 
Ammatoa sangat penting, seorang pemimpin mampu 
sejalan antara perkataan dan tindakan serta kejujuran ini 
juga menjadikannya pemimpin yang disegani oleh 
warganya. 
d) (Mempunyai ketegasan dalam 
memelihara adat) maksudnya adalah seorang calon 
Ammatoa haruslah orang yang berintegritas  dan tegas 
dalam bertidak terlebih lagi tegas dalam menjalankan 
adatnya. Tegas dalam penerapan sanksi dari setiap 
pelanggaran adat dengan menjunjung tinggi konsep 
keadilan.  
d. Mampu bercerita tentang sejarah masa lalu 
Kemampuan dalam menyusun dan mendeskripsikan 
cerita masa lalu adalah hal yang penting juga harus dimiliki, 
karena budaya tutur yang dominan digunakan di Masyarakat 
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Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) mengharuskan 
seseorang harus mampu bercerita sejarah masa lalu, baik 
tentang proses penciptaan bumi, keberadaan kawasan adat 
maupun silsilah keluarga dari Ammatoa pendahulu. 
Kriteria ini tidak semua orang punya, selain karena 
tidak dituliskan juga karena banyaknya cerita dari waktu 
kewaktu dan yang lebih sulitnya lagi adalah hanya 
didapatkan dari beberapa orang saja. Adanya hal tabu dari 
beberapa cerita tidak pantas diceritakan sehingga orang-
orang pilihan lah yang bisa menceritakannya kembali. 
e. Berasal dari keturunan Ammatoa 
Menjadi Ammatoa bukanlah orang sembarangan 
sehingga keturunan juga menjadi kriteria yang harus dimiliki 
oleh seorang calon. Keterunan langsung bukanlah hal 
mutlak yang mesti dipenuhi karena jabatan Ammatoa tidak 
sama dengan jabatan yang berlaku dalam sistem kerajaan 
biasanya keturunan langsung yang menjabat setelah jabatan 
tersebut lowong. Di dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam hanya mensyaratkan bahwa calon tersebut memang 
mempunyai garis keturunan dari Ammatoa pendahulu, baik 
nenek moyangnya, saudara maupun Ayahnya. 
Kalaupun Ammatoa sekarang yang dijabat oleh Puto 
Palasa meruapakan anak kandung dari Puto tapi 
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bukan berarti seorang Ammatoa haruslah keturunan 
langsung, karena kehendak Tau  masih menjadi 
syarat mutlak untuk menjadi seorang Ammatoa jadi 
kesempatan setiap warga semuanya sama. 
f. Berperilaku hidup sederhana (kamase-mase) selama hidup 
Berperilakuan Hidup sederhana (Kamase-mase) 
merupakan pola dan tindakan dalam menjalankan hidup apa 
adanya, kamase-mase berati sederhana yang sifatnya bukan 
hanya sekedar keduniaan tapi juga menyangkut keakhiratan. 
Berpasrah serta bertawakkal adalah salah satu contohnya 
hidup kamase-mase, hidup dalam kesederhanaan tanpa 
pernah menuntut lebih sehingga suasana kejiwaan dan 
kebatinannya menjadi tenang, hal ini juga yang kemudian 
 akan memberikan ganjaran yang setimpal 
karena mampu mensyukuri atas segala nikmat yang 
diberikan tuhan.  
Seorang calon Ammatoa haruslah mempunyai 
kehidupan yang sederhana (Kamase-mase) agar nantinya 
ketika menjadi seorang Ammatoa sudah terbiasa akan hidup 
seperti ini dan bukan malah serakah karena jabatannya. 
Selain itu seorang Ammatoa nantinya akan menjadi teladan 
bagi warganya. Ketaladanannya disesuaikan dengan makna 
isi Pasang yang a
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yang paling pertama akan hidup miskin maka Ammatoa lah 
yang menjadi orang pertama terlebih dahulu miskin, tapi jika 
Ammatoa yang mempunyai nasib menjadi orang yang kaya 
maka Ammatoa lah yang menjadi orang terakhir menjadi 
 
Dari berbagai kriteria diatas maka penulis 
menyimpulakan bahwa seorang calon Ammatoa harus 
memenuhi persyaratan yang memang dikehendaki oleh 
Pasang. Selain itu, seorang calon Ammatoa juga harus 
mempunyai kharisma  dan berbagai kelebihan lainnya serta 
yang paling penting dikehendaki oleh .  
2. Pemilihan (Attanang) 
Pemilihan (Attanang) Ammatoa merupakan proses yang 
bersifat rahasia. Tidak semua Masyarakat Hukum Adat Kajang 
Dalam mau menceritakannya karena merupakan hal yang tabu. 
Jadi, hanya bagian-bagian penting saja yang diceritakan. Dari 
berbagai literatur yang penulis baca, banyak versi tentang proses 
pemilihan (Attanang) Ammatoa. Bekal referensi yang adapun 
kemudian penulis dalam penelitian ini mensingkronkan dengan 
cerita Puto Hading saat wawancara dikediamannya. Menurut beliau 
banyaknya versi hanyalah merupakan bahasa simbol saja yang 
intinya semua sama. Penulis pun kemudian mendiskripsikan proses 
pemilihan tersebut dari hasil wawancara dengan Puto Hading dan 
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pemangku adat lain serta merujuk dari beberapa referensi buku dan 
hasil penelitian sebelumnya. 
Prosesi pemilihan (Attanang) Ammatoa dilaksanakan di 
dalam Hutan Keramat (Borong Karamaka) dalam bentuk Upacara 
Adat yang biasa disebut   adalah acara ritual 
tertinggi dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) 
merupakan ritual meminta petunjuk terutama untuk memilih 
Ammatoa yang baru. Ritual  dikoordinir langsung oleh 
Anrongta sebagai penanggungjawab dari ritual tersebut dan 
dibantu oleh pemangku adat lainnya.
Prosesi Pemilihan (Attanang) Ammatoa diikuti oleh orang 
yang mempunyai hak mengikuti upcara ro. Menurut Puto 
Hading hanya Anrongta, Pemangku Adat dan Tuannang 
Tulimallayya (Keturunan Ammatoa) yang bisa mengikuti prosesi 
tersebut. Ini menurut beliau memang telah digariskan oleh Pasang 
tentang hal tersebut. 
Dalam prosesi tersebut segala kebutuhan akan upacara 
ro dipersiapakan oleh Pemangku Adat dan Warga yang 
tugasnya telah dibagi-bagi. Contoh misalnya,  yang 
memang telah memiliki tugas dalam pemeiliharaan sayuran paku 
maka Galla Sapa tugasnya ialah pengadaan sayur.  
yang bertanggung jawab dalam pengadaan bambu buluh pun 
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demikian, sedangkan warga lainnya mempersiapkan perlengkapan 
dan bahan misalnya beras ketan hasil panen warga setempat 
dalam jumlah banyak dan hasil alam lainnya yang biasanya 
digunakan dalam upacara kebesaran. Upacara ro ini lanjut 
beliau layaknya pesta besar-besaran dalam masyarakat modern 
yang riuh namun tetap khidmat. Bedanya ialah dilaksanakan di 
dalam hutan keramat (Borong Karamaka) dan sifatnya sangat 
tradisional, tapi hanya warga tertentu saja yang bisa memasuki 
hutan tersebut.  Prosesi ini dilaksanakan berbulan-bulan lamanya di 
dalam hutan. Biasanya 3 bulan menjelang puncak acara, untuk 
menunjang segala prosesi tersebut maka warga biasanya membuat 
rumah-raumah kecil yang terbuat dari bambu (Bale-Bale) sebagai 
tempat mempersiapkan sesaji dan menyimpan sandang pangan 
lainnya yang digunakan dalam upacara ro.  
Di dalam hutan (Borong Karamaka) proses pemilihan 
(Attanang) ini tepatnya dilaksanakan di tempat yang sering 
dilaksanakan upacara yaitu dibawah pohon besar yang 
usianya telah beratus-ratus tahun dan masih tumbuh sampai 
sekarang. Konon menurut cerita Puto Hading bahwa pohon ini juga 
telah dianggap keramat, daunnya rindang dan batangnya yang 
besar mampu menjadi tempat bernaung dan tenang dalam 
melaksanakan upacara. Di dalam hutan juga terdapat Kuburan 
Tunggalaka (Kuburan tunggal)  di depan kuburan ini lah calon 
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Ammatoa akan menjalani seleksi untuk selanjutnya dikukuhkan 
sebagai Ammatoa terpilih58. 
Upacara puncak dilaksanakan seminggu (7 hari) diakhir 3 
bulan persiapan upacara tersebut dan bertepatan saat tengah 
malam dibulan purnama (Kentarang). Calon Ammatoa yang 
dikehendaki oleh  dan telah melalui segala jenis 
latihan dan percobaan telah berada di hutan keramat, kalau 
misalnya hanya ada 3 calon saja maka ketiga calon ini pun yang 
kemudian bergiliran menuturkan Pasang dan mendapatkan 
Anrongta, tantangan ini yang menurut Puto Hading 
merupakan tarekat dan tabu untuk diceritaknnya. Namun penulis 
tetap mendeskripsikan tantangan  tersebut berdasarkan 
kesimpulan wawancara dan hasil penelitian sebelumnya. Calon 
yang tidak mampu menuturkan Pasang secara sempurna dan tidak 
mampu melewati tantangan tersebut dan dianggap tidak bisa 
menjadi seorang Ammatoa bisa dipastikan hanya satu calon saja 
yang mampu menuturkan Pasang secara sempurna, melewati 
tantangan yang diberikan oleh Anrongta dan calon yang memang 
dikehendaki oleh  misalnya disinari bulan dan 
wajah yang bersangkutan pun seolah bercahaya. Tantangan yang 
dimaksud contohnya calon diberikan biji jagung oleh Anrongta 
diatas telapak tangan masing-masing calon, selanjutnya dipatuk 
                                                             
58
 Hasil Wawancara dengan Puto Hading, Kepala Dusun Benteng Tanah Towa 
(Tokoh Adat/Tuannang Tulimayya) 
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oleh ayam putih yang memang telah dipersiapkan dan hinggap di 
bahu yang bersangkutan, sanggup memegang pedupaan 
(Passauan) yang sangat panas dan asapnya lebih condong ke 
salah satu orang sekalipun berlawanan arah angin serta mampu 
berdiri secara sempurna dari tempat duduknya untuk segera 
berwudhu. Calon inilah yang kemudian  selanjutnya dikukuhkan 
sebagai Ammatoa yang baru dan terpilih dalam proses pemilihan 
(Attanang) Ammatoa saat upacara . 
Setelah prosesi puncak selesai Anrongta kemudian 
mengumumkan secara resmi Ammatoa yang baru dan setiap warga 
yang mengikuti proses pemilihan (Attanang) tersebut diberikan 
kesempatan untuk bersalaman dengan kepala adat yang baru. 
Setelah terpilih Ammatoa yang baru maka beberapa warga 
kemudian ditugaskan untuk keluar dari hutan keramat tersebut 
untuk meminta kesediaan pemangku adat yang bergelar Galla 
untuk mengikuti prosesi berikutnya yaitu pelantikan. 
3. Pasca Pemilihan 
Pasca pemilihan penulis menyebutnya sebagai saat dimana 
prosesi pelantikan dan pengukuhan (Pasalung) dilaksanakan 
setelah Ammatoa  yang baru terpilih. Dalam prosesi pelantikan ini 
dihadiri oleh pemangku adat dan warga yang memang mempunyai 
hak untuk mengikuti prosesi tersebut. pelantikan ini dilaksanakan 
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oleh Anrongta dan disaksikan oleh pemangku adat dan warganya 
namun pengukuhannya dilaksanakan di luar hutan keramat yaitu di 
rumah adat yang terletak di daerah Possi Tanah yang masih 
menjadi kawasan adat Ammatoa, gunanya agar masyarakat hokum 
adat  Ammatoa bisa mengetahui kepala adat yang baru seraya 
berdoa agar kepala adat yang baru diberikan kemudahan dalam 
mengemban amanah dan mampu mengayomi warganya dengan 
baik namun menurut Wahid  yang merupakan tokoh masyarakat di 
Kajang mengatakan bahwa pengukuhan ini jarang dilaksanakan 
beberapa periode terakhir ini karena jangan sampai Ammatoa di 
shoot oleh kamera media elektronik maupun cetak dan wajahnya 
bisa diekspos kemana-mana sehingga mengurangi kesakralan 
seorang Ammatoa59.  
Setalah pelantikan ini selesai sebagai bentuk rasa syukur 
atas terpilihnya kembali Ammatoa yang baru maka dibuatlah dalam 
bentuk acara syukuran yang tempatnya masih di dalam hutan 
keramat tersebut, sandang dan pangan serta pelengkapan lainnya 
yang merupakan hasil bumi Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
disajikan untuk dimakan bersama-sama, lauk pauk yang bukan 
hanya dari hasil laut melainkan daging kerbau yang besar juga 
yang dibakar menjadi menu utama menandai puncak acara 
syukuran tersebut dan proses pemilihan (Attanang) resmi selesai.  
                                                             
59
 Hasil Wawancara dengan  Bapak Wahid (Tokoh Adat) yang sering ditugaskan 
oleh Ammatoa menjadi Narasumber dari setiap peliputan media terkait Adat Ammatoa 
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Ammatoa saat ini bernama Puto Palasa, keturunan langsung 
dari Ammatoa sebelumnya. Puto Palasa terpilih sebagai Ammatoa 
sejak 10 tahun yang lalu dari proses pemilihan (Attanang) . Dari 
hasil koisioner menunjukkan bahwa masyarakat yang bermukim 
didalam kawasan adat 90 % tahu saat  Puto Palasa menjabat 
pertama kali dan 10 % menjawab tidak tahu. Sedangkan 
masyarakat yang tinggal diluar kawasan adat 40% menjawab tidak 
tahu dan 60 % diantaranya menjawab tahu. 
Kermudian tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 
proses pemilihan (Attanang) masih cukup tinggi. Terbukti dari hasil 
koisioner 88 % masyarakat yang bermukim didalam kawasan tahu 
dan 12 % diantaranya tidak tahu proses pemilihan tersebut salah 
satu faktor mereka tidak mengetahuinya karena usia yang masih 
cukup muda sehingga cerita tentang proses tersebut masih menjadi 
hal yang tabu. Sedangkan masyarakat diluar kawasan adat 45 % 
juga menjawab tidak tahu dengan alasan yang sama walaupun 55 
% menjawab tahu yang dapat disimpulkan masih dalam taraf wajar.  
Pasang menjadi sumber dari proses pemilihan (Attanang) 
tersebut sehingga tidak ada pergeseran nilai, ini terbukti dari 
jawaban masyarakat yang bermukim didalam kawasan adat 100 % 
masih sesuai dengan Pasang demikian halnya dengan jawaban 
masyarakat yang bermukim diluar kawasan menjawab  95 % masih 
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sesuai dengan Pasang sedangkan 5 % diantaranya menjawab 
tidak tahu dengan alasan tidak mengetahui sejarah Adat Ammatoa. 
B. Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam 
  Ammatoa sebagai Kepala Adat dalam Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam, memiliki peranan yang sangat besar sebagai 
pemimpin tertinggi. Sebagai wakil tuhan di dunia yang dikehendaki 
oleh Yang Maha Kuasa (  ) memiliki tugas yang 
sebagian orang berat, namun berbeda halnya dengan Ammatoa, 
jabatan yang berlaku seumur hidup memiliki tugas dalam memelihara 
dunia ini beserta isinya, langit, bumi, manusia, binatang, tumbuhan, 
hutan dan alam secara keseluruhan yang berlandaskan Pasang 
sebagai pedoman hidup Masyarakat Adat Ammatoa.  
  Peranan Ammatoa yang bukan hanya sekedar memimpin 
masyarakat adat menjadikannya sebagai pemimpin yang mempunyai 
Kharisma tersendiri dan memiliki pengaruh baik didalam kawasan adat 
maupun dilaur kawasan adat.  Ammatoa juga sebagai penjaga Pasang 
memberikannya tugas dan tanggung jawab baik dalam menyelesaikan 
pelanggaran adat maupun sebagai pemimpin yang mampu menjaga 
kelestarian hutan adat. Selain itu Ammatoa juga menjadi pemimpin 
upacara adat dan keagamaan serta mampu menjaga eksistensi 
kearifan lokal masyarakat adatnya. 
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  Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam memegang teguh 
adat istiadat dan sangat percaya terhadap Ammatoa, mereka percaya 
bahwa pengamalan Pasang menyatu dalam sifat dan tindakan 
Ammatoa dalam menjalankan perannya sebagai kepala adat. Begitu 
dihormati dan dianggap mampu menjalankan perannya dengan baik 
karena didasarkan pada Pasang. Hal tersebut sejalan dengan fakta 
yang terjadi dimasyarakat baik yang bermukim di dalam kawasan adat 
maupun yang bermukim di luar kawasan adat 100 % menjawab bahwa 
peranan Ammatoa dijalankan sesuai dengan Pasang. 
  Sebagai Kepala Adat (Ammatoa), Puto Palasa dalam 
wawancara dengan penulis menjelasakan secara umum tentang 
peranan seorang Kepala Adat dan hal yang sama juga dituturkan dan 
dilengkapi oleh Puto Hading. Kemudian hasilnya dideskripsikan  
peranan Ammatoa sejak dahulu maupun kekinian sebagai berikut60: 
1. Ammatoa Sebagai Kepala Adat Dalam Struktur Pemerintahan  
Adat 
 Dalam struktur pemerintahan adat, Ammatoa sebagai pucuk 
pimpinan tertinggi. Dalam Adat Ammatoa juga mempunyai struktur 
kelembagaan adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 
masing masing. Ammatoa sebagai pemimpin informal mempunyai 
peranan yang dalam pelaksanaanya banyak dilaksanakan oleh 
pemangku adat yang membantu Ammatoa dan berada dibawah 
                                                             
60 Hasil Wawancara dengan Puto Palasa, Kepala Adat Ammatoa. 
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kordinasi. Karena pendelegasian tanggung jawab masih dikenal, 
sehingga tidak semua hal mesti dilimpahkan ke Ammatoa. Menurut 
Puto Hading, Pemangku adat sebagai pembantu Ammatoa adalah 
layaknya pembagi bola dalam permainan sepak bola yang berarti 
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dilaksanakan atas 
dasar tugas masing-masing, Ammatoa mejadi pusat kordinasi 
kelembagaan adat, jadi jika ada suatu pelanggaran, mesti 
diselesaikan terlebih dahulu oleh pemangku adat yang membidangi 
pelanggaran tersebut. Pasang memberikan tanggung jawab penuh 
kepada Ammatoa untuk menyelesaikannya, tapi tidak semuanya 
mesti diserahkan langsung ke Ammatoa. Kalau misalnya masih 
mampu diselesaikan oleh pemangku adat yang bersangkutan maka 
wajiblah hukumnya untuk diselesaikan secepatnya tanpa 
membawanya ke Ammatoa. 
 Ammatoa juga dianggap sebagai pemimpin yang demokratis 
oleh masyarakat adatnya terkait pengambilan keputusan yang 
sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ammatoa tetap 
melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dari 
hasil koisioner menunjukkan 50 % responden menjawab sering 
dilibatkan, 40 % menjawab sesekali saja tergantung agenda 
rapatnya dan hanya 10 % menjawab tidak pernah dilibatkan.  
 Dalam membantu menjalankan peranan Ammatoa maka 
pembagian tugas dibagi kedalam beberapa pemangku adat baik 
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yang mengurusi adat secara langsung maupun pemangku adat 
yang mengurusi bidang peyelenggaraan pemerintahan. Kalau 
pemangku adat yang bertugas membantu Ammatoa dalam 
mengurusi adat jumlahnya  lima orang yang biasa disebut 
Limayya.  dijabat oleh orang yang bergelar Galla. 
Sedangkan pemangku adat yang bertugas membantu Ammatoa 
dalam mengurusi bidang penyelenggaraan pemerintahan 
jumlahnya 3 orang biasa disebut Karaeng Tallua. Berikut ini penulis 
akan menjelaskan fungsi dan perannya masing-masing: 
a.  
 adalah suatu lembaga adat yang membantu 
Ammatoa dalam menjalankan tugas pemerintahan adat yang 
kedudukannya setingkat dengan Karaeng Tallua. Sebenarnya 
sejarah awal terbentuknya   yang mengisi jabatan 
tersebut merupakan anak-anak dari Ammatoa pertama begitupun 
setelah anak-anak tersebut meninggal kemudian jabatan diduduki 
oleh keturunan berikutnya yang didasarkan oleh Pasang. Namun 
seiring berjalannya waktu jabatan  kemudian diduduki 
oleh pemerintah setempat kepala desa baik yang berada dalam 
kawasan adat maupun yang berada di luar kawasan adat. 
Limayya berarti pemangku lima adat yang anggotanya terdiri dari 
lima orang beserta tugsnya masing-masing, diantaranya: 
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1. Galla Pantama, merupakan Galla yang mengurusi secara 
keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai 
tempat tumbuhnya segala jenis tumbuhan merupakan atas 
permohonan Galla Pantama dengan bergagai bentuk perjanjian 
memperlakukannya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 
Selain itu Galla Pantama juga bertugas dalam merancang 
strategi pertanian dan merencanakan situasi terbaik dalam hal 
bercocok tanam diwilayah adat. Saat ini Galla Pantama dijabat 
oleh Kepala Desa Possi tanah 
2. Galla Kajang, merupakan Galla yang bertanggungjawab 
terhadap segala keperluan dan perlengkapan dalam ritual 
 (berdoa) selain itu Galla Kajang juga berfungsi 
sebagai penegak aturan dan norma-norma ajaran dalam 
Pasang. Galla kajang juga membantu Galla Pantama dalam 
menjalankan tugasnya. Saat ini Galla Kajang dijabat oleh 
Kepala Desa Tanah Jaya 
3. Galla Lombo merupakan  Galla yang bertanggungjawab 
terhadap segala urusan pemerintahan baik didalam maupun 
diluar wilayah Ammatoa. Menurut keyakinan masyarakat 
setempat Galla Lombo  juga yang memadukan dan 
mensingkrongkan hukum adat dan hukum nasional karena 
keberadaan Galla Lombo  atas kehendak Tau  A , 
maka bumi ini menjadi tenang sehingga kita tidak merasakan 
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getaran gravitasi bumi yang begitu cepat. Galla Lombo  juga 
merupakan Galla yang pertama ditemui saat ingin berkunjung 
kedalam kawasan adat Ammatoa. Saat ini  dijabat 
oleh Kepala Desa Tanah Towa 
4. Galla Puto, merupakan juru bicara Ammatoa. Galla Puto 
bertugas dalam mengatasi segala permasalahan baik bersifat 
penanganan, penyelesaian, dan pengampunan. Galla Puto juga 
sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan Pasang serta 
bertindak menyebarluaskan keputusan dan kebenaran yang 
senantiasa diterapkan oleh Ammatoa berdasarkan Pasang. 
Saat ini Galla Puto dijabat oleh Kepala Desa Tambangan 
5. Galla Maleleng, Merupakan Galla yang tugasnya 
bertanggungjwab dalam hal mengatur dan mengurusi persoalan 
perikanan. Galla Maleleng juga tugasnya menjadi sangat 
penting karena persoalan perikanan dalam kehidupan sangatlah 
penting sehingga keberadaanya diharapkan mampu menjadi 
penyeimbang dalam hal pelestarian ekosistem dalam air. Saat 
ini Galla Malleleng dijabat oleh Kepala Desa Lembanna. 
Dalam membantu tugas dan tanggung jawab 
kemudian dibentuk adat pelengkap yang mempunyai tanggung masing-
masing yang biasa disebut diantaranya: 
1.  sebagai penjaga kelestarian hutan dan Sungai 
pada areal pengambilan  (Udang) sekaligus 
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bertanggung jawab terhadap pengadaan udang tersebut pada 
acara . 
2.  betugas sebagai penanggung jawab terhadap 
tempat tumbuhnya sayuran (paku) dan sekaligus bertugas 
pengadaan sayuran tersebut dalam acara Pa nganro. 
3.  bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya 
Bambu Buluh sebagai bahan untuk memasak pada acara 
Pa nganro sekaligus pengadaannya. 
4. Galla Anjuru bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk pauk 
yang akan digunakan pada acara . Seperti Ikan Sahi, 
 
5.  pengurus jahe yang di gunakan dalam acara 
Pa nganro.  
6.  berfungsi sebagai penasehat para pemangku 
Limayya dan . 
7.  bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya 
Bambu Buluh sebagai bahan untuk memasak pada acara 
  
8. Kamula Adat sebagai pembuka bicara dalam diskusi adat 
9. Panre bertanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan dan 
peralatan acara ritual. 
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b. Karaeng Tallua  
Merupakan pemangku adat yang mempunyai peranan 
membantu dalam bidang peyelenggraan pemerintahan dibawah 
garis  Ammatoa yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. 
Karaeng Tallua terdiri dari tiga anggota yaitu Karaeng Kajang 
(labbiriya), Sullehatang, dan Anak Karaeng (Moncong Buloa). 
Karaeng Tallua berarti tri tunggal dalam pemerintahan adat yang 
tugasnya hampir sama. Tri tunggal maksudnya keberadaan salah 
seorang Karaeng Tallua telah hadir dalam upacara adat, sementara  
Karaeng Tallua yang lain tidak hadir maka keberadaanya telah 
dianggap hadir dan upacara adat pun bisa dilangsungkan. Berikut 
selengkapnya:  
1. Karaeng Kajang (Labbiriya), merupakan jabatan yang 
tanggungjawwabnya dalam hal pemerintahan dan 
pembangunan sosial kemasyarakatan berdasarkan 
ketentuan Pasang dan tidak bertentangan dengan 
keputusan Ammatoa. Selain itu Karaeng Kajang juga 
mandataris dari Ammatoa sebagai pimpinan pemerintahan 
dan penyambung pemerintah di luar kawasan adat. Saat 
sekarang ini  Karaeng Kajang dijabat oleh Kepala 
Kecamatan Kajang (Camat Kajang) 
2. Sullehatang, merupakan jabatan yang tugasnya sebagai 
pemimpin administrasi pemerintahan dan yang menyebarkan 
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informasi atau berita dari ketentuan yang telah ditetapkan 
Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi. 
3. Moncong Buloa, merupakan jabatan yang tugasnya sebagai 
penanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan 
adat dan mengawasi segala jalannya sistem pelaksana 
tugas  pemerintahan adat.  
Selain itu, Karaeng Tallu dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya juga dibantu oleh pembantu adat lainnya yang 
biasa disebut Pattola Karaeng, diantaranya: 
1. Tutoa Sangkala mengurus lombok kecil dan bulo yang di 
pakai dalam acara Pa nganro. 
2. Angrong Guru sebagai pembuka bicara dalam diskusi Adat. 
3. Pattongko sebagai penjaga batas wilayah 
4. Loha Karaeng sebagai penghargaan karena berhasil 
menjabat Karaeng dengan baik dan Aman yang sangat 
berlangsung lama. 
5. Kadaha sebagai pembantu Galla Pantama 
6.  Jojjolo sebagai penunjuk dan Tapal Batas kekuasaan 
Rambang Ammatoa dan sekaligus bertindak sebagai 
Kedutaan Ammatoa terhadap wilayah yang berbatasan 
dimana dia ditempatkan, misalnya Karaeng Kajang dengan 
Karaeng Bulukumpa. 
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7. Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallu dan 
Pattola Karaeng ri Tana Lohea. 
Dari penjelasan tentang fungsi dan tugas masing-masing 
pemangku adat dan peranan Ammatoa maka penulis kemudian 
menyimpulkan bahwa Ammatoa dalam hal ini bertindak pasif, 
adanya pemangku adat yang membantu Ammatoa sehingga hanya 
mereka yang penulis anggap mempunyai peranan aktif. Pembagian 
tugas ini sebenarnya hampir sama dalam sistem pemerintahan 
modern yang juga membagi tugas terhadap pejabat lainnya, 
misalnya seorang Presiden RI yang dibantu oleh Menteri-menteri 
dalam kabinet, Presiden bertindak sebagai Kordinator dari segala 
pelaksanaan tugas dari menteri-menterinya, sifatnya yang penulis 
anngap pasif dan tidak semua masalah mesti Presiden yang 
selesaikan secara langsung, kalau masih bisa ditangani oleh 
Menterinya maka hal tersebut tak lantas langsung ke Presiden. 
Kemudian pembagian tugas ini juga dikenal dalam sitem kerajaan, 
seorang raja kemudian menangani suatu masalah apabila memang 
telah dalam keadaan darurat dan bawahannya tidak lagi bisa 
menyelesaikannya. 
Selanjutnya penulis mencotohkan pembagian tugas dan 
tanggung jawab juga berlalaku di dalam Masyarakat Hukum Adat 
Minahasa, Hukum tua sebagai kepala adat dibantu oleh kepala 
jaga, tugasnya juga sebagai bawahan dari kepala adat tersebut, 
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mereka juga mengenal kelembagaan adat yang pembagiannya 
telah ada. 
Namun perlu diketahui bahwa ada hal yang kemudian 
membedakan dengan semua contoh diatas. Misalnya ada suatu 
masalah terjadi dalam komunitas adatnya  dan jalan terakhir 
diselesaikan oleh Kepala Adat maka beda halnya dengan yang 
terjadi di Masyarakat Adat Ammatoa. Hal yang beda yang penulis 
maksud adalah ketika ada suatu masalah yang kemudian tidak 
dapat diselesaikan lewat kelembagaan adat yang terjadi didalam 
kawasan adat karena bukan kewenangannya langsung, maka 
masalah tersebut bisa diselesaikan di kelembagaan pemerintahan 
misalnya di Pemerintah daerah setempat dan atau pihak kepolisian 
kalau berkaitan denga tindak pidana. Demikian pula sebaliknya 
ketika ada suatau masalah  yang kemudian tidak mampu 
diselesaikan lewat pemerintah daerah setempat dan atau pihak 
kepolisian maka  masalah tersebut bisa diselesaikan di 
kelembagaan adat. 
Contoh kasus misalnya ketika terjadi pencurian dalam 
kawasan adat, kemudian dilaporkan ke kepolisian karena 
merupakan tindak pidana. Karena kurangnya bukti pendukung 
untuk mengungkap pelakunya maka pihak kepolisian pun 
mengembalikannya ke kelembagaan adat untuk diselesaikan dalam 
hal ini Ammatoa sebagai kepala adat dan pucuk pimpinan yang 
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punya peranan untuk menyelesaikannya dibantu pemangku adat 
lainnya. Untuk membuktikannya biasanya dilakukan dalam Upacara 
adat. Upacara adat ini yang kemudian penulis akan jelaskan 
dipembahasan berikutnya tentang peranan lain dari Ammatoa. 
Dari contoh kasus diatas menunjukkan adanya hubungan 
yang baik antara lembaga formal (pemerintah daerah setempat) 
dan informal (pemerintah adat setempat) dan salah satu contoh 
yang menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Ammatoa mengakui 
Hukum Nasional yang berlaku begitu pun sebaliknya Pemerintah 
daerah setempat mengakui hukum adat dan segala hak-hak 
tradisinonalnya. 
Dalam penjelasan beberapa paragrap sebelumnya 
dijelaskan bahwa Adat Limayya dijabat oleh . Kalau 
sejarahnya Adat Limayya dijabat oleh anak dari Ammatoa itu 
sendiri dan biasanya penunjukan langsung oleh Ammatoa. Kini 
Adat Limayya telah dijabat oleh Kepala Desa yang berada disekitar 
wilayah adat Ammatoa sebagai bentuk penyesuain peranan dan 
tangggung jawab. Jadi Adat Limayya  dalam kapasitasnya sebagai 
pemerintah adat pembantu Ammatoa juga sebagai pemerintah 
daerah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa. Untuk hal 
berkaitan dengan pelaksanaan program Pemerintah daerah maka 
dilaksanakan secara bersama-sama. Ammatoa sebagai kepala 
adat yang bermukin di wilayah hukum nasional juga menyampaikan 
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aspirasinya ke Kepala Desa begitu pun sebaliknya. Jadi ada fungsi 
kordinasi dan fungsi komando yang mesti sama sama jalankan dan 
hormati berdasarkan kapasitasnya. 
Walaupun saat sekarang ini pemerintah daerah setempat 
menajalankan fungsi ganda sebagai pemangku adat, namun perlu 
digaris bawahi, bahwa tidak selamanya pemerintah daerah 
setempat yang terpilih yang diangkat oleh Negara kemudian secara 
otomatis juga menjadi pemangku adat menggantikan yang 
sebelumnya, harus ada darah keturunan Ammatoa yang mengalir 
dari dalam dirinya yang bisa dilantik (Pasalung) sebagai pemangku 
adat. Hal ini pernah terjadi saat pergantian Camat Kajang yang 
tidak mempunyai garis keturunan dari Ammatoa sehingga tidak 
dapat dilantik sebagai pemangku adat (Pasalung). Kemudian 
pergantian pemangku adat juga menurut Puto Hading dapat diganti 
dan diangkat kembali oleh Ammatoa yakni karena meninggal dunia, 
mengundurkan diri karena keinginannya dan yang paling parah 
adalah melanggar Pasang yang merupakan aturan adat. 
Namun penjelasan dua paragrap sebelumnya, t idak berjalan 
mulus dan sesaui dengan perkiraan masyarakat kalau hanya 
melihat dari buku dan dan beberapa referensi saja. Saat penulis 
melakukan penelitian ini ada hal yang kemudian mesti dituliskan 
untuk menjadi bahan masukan untuk dicermati sebagai bentuk 
percampuran hukum adat dengan hukum nasional sehingga tugas 
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pemangku adat banyak yang telah diambil alih oleh pemerintah 
daerah setempat. Walaupun masih sesuai dan sejalan isi Pasang 
namun secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada 
kesakralan terhadap suatu jabatan pemangku adat dan peranannya 
pun mulai melemah. 
2. Ammatoa Sebagai Kepala Adat dalam Pelestarian Pasang 
 Pasang sebagi pedoman hidup Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam dan menjadi kontrol Ammatoa beserta pemangku 
adat yang lain dalam menjalankan peranannya menjadi sangat 
penting untuk tetap dilestarikan. Ammatoa sebagai wakil tuhan dan 
sebagai pelaksana Pasang mempunyai peranan yang sangat 
penting. Ammatoa tidak hanya dituntut untuk mengamalkan Pasang 
bagi dirinya tapi juga bagi Masyarakat Adatnya. 
 Dalam kehidupan sehari-hari di dalam Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam terdapat lima ajaran didalam Pasang yang 
menjadi pedoman bagi mereka dan para pemimpin adat, adalah 
sebagai berikut61:  
a.  . Artinya: senantiasa 
ingat pada Tuhan Yang Berkehendak ( ) 
b. 
siparappe, sipakatau tang sipakasiri. Bunting sipabasa, mate 
. Artinya: memupuk kesatuan dan persatuan 
                                                             
61 Ibid., hlm 56. 
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dengan penuh kekeluargaan dan saling memuliakan. 
Berpesta saling membantu dan mati berkafan kain emas 
c. . Artinya : bertindak 
tegas tapi juga sabar dan tawakkal 
d. 
. Artinya : harus taat 
pada aturan yang telah dibuat secara bersama-sama kendati 
harus menahan gelombang dan memecahkan batu gunung. 
e. . Artinya : 
melaksanakan segala aturan secara murni dan konsekuen.  
Kelima ajaran pasang inilah yang kemudian menjadi 
pedoman dasar yang mengajarkan mereka hidup sederhana 
(kamase-mase) dan saling menghargai. Ajaran ini menajdi 
pengigat, melanggr berarti menanggung akibat dari perbuatannya. 
Akibat bukan hanya untuk dirinya namun bisa saja untuk orang lain 
dan berdampak pada murkanya alam sehingga sewaktu-waktu 
musibah akan menimpa. 
Isi Pasang sebenarnya sangatlah banyak. Karena tidak 
dikodifikasi sehingga untuk mengetahuinya hanya dari mulut-
kemulut saja. Peranan Ammatoa disini adalah melestarikan dalam 
bentuk pengamalan Pasang. Bentuk konkritnya adalah senantiasa 
mengingatkan warganya baik dalam bentuk tindakan, perilaku, 
upacara adat maupun cara-cara hidup sederhana (Kamase-mase). 
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Ammatoa yang senantiasa memberikan contoh tersebut. Jadi kalau 
tindakan yang keluar dari kaidah  Pasang, Ammatoa punya tugas 
untuk mengingatkan. Kalau melanggar ajaran Pasang maka 
Ammatoa wajib memberikan sanksi. Hal tersebut juga sebagai 
bentuk melestarikan Pasang. Agar pengamalan Pasang tetap tegas 
dan hidup. Bukan malah menjadi ungkapan semata saja layaknya 
pasal karet dalam KUHP, ada dan nyata tapi tumpul. 
Selain itu, peranan Ammatoa dalam melestarikan Pasang 
agar tidak muda dilanggar dan tetap diingat maka biasanya 
Ammatoa mengadakan rapat ( ) khusus dengan pemangku 
adat untuk membahas ajaran Pasang. Rapat ( ) khusus 
yang dilakukan Ammatoa juga sebagai forum untuk saling 
mengingatkan dan mengevaluasi kinerja dari pemangku adat, rapat 
ini juga memberikan ruang bagi pemangku adat untuk memberikan 
masukan kepada Ammatoa demi kelancaran roda pemerintahan 
adat. Fungsi lain dari rapat tersebut menurut Ansar adalah untuk 
menyamakan presepsi dari maksud sebuah Pasang yang beda 
makna dari setiap pemangku adat.
3. Ammatoa Sebagai Kepala Adat dalam Melestarikan 
Lingkungan Alam 
 Melestarikan lingkungan alam sebagi salah satu tempat 
melangsungkan kehidupan merupakan bentuk penghargaan 
manusia karena telah menjadi bagian penting dalam memberikan 
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manfaat yang tak terhingga dan bentuk kesyukuran kepada sang 
pencipta atas segala nikmat yang dihasilkan lingkungan alam. 
Prinsip hidup sederhana (kamase-mase) yang telah terpatri dalam 
diri Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam membuat lingkungan 
alamnya tetap lestari sampai saat ini. Salah satu buktinya adalah 
hasil alam yang cukup ditambah hasil panen yang melimpah 
membuat masyarakat merasa bersyukur diberikan anugerah 
tersebut. Hampir semua hasil alam baik flora maupun fauna bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat setempat. 
 Dikawasan adat Ammatoa terdapat terdapat kurang lebih 
331 ha yang menjadi kawasan hutan sebagai tempat masyarakat 
hukum adat setempat menggantungkan hidup. Pengelolaanya 
didasarkan pada adat istiadat dan dikelola secara sungguh-
sungguh tanpa merusaknya. Karena mereka menganggap bahwa 
mengelola hutan sama saja menyayangi dunia. Apabila ada 
masyarakat yang merusaknya maka akan ada sanksi adat yang 
berlaku padanya sebagai ganjaran didunia karena berlaku kasar 
pada alam. 
 Hutan dalam bahasa setempat berarti Borong. Masyarakat 
hukum adat setempat yakin bahwa hutan di kawasan adat 
Ammatoa memiliki kekuatan gaib, selain itu Pasang telah 
mengajarkan mereka untuk menjaga hutan tersebut. Puto Hading 
menjelaskan bahwa didalam kawasan adat ada tiga jenis hutan 
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(borong). Ketiga jenis ini tidak semuanya dimanfaatkan hanya untuk 
memanfaatkan hasil alamnya saja namun juga dimanfaatkan dalam 
beberapa upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat 
hukum adat setempat. Ketiga jenis Hutan (Borong) tersebut 
sebagai berikut: 
1. Hutan Keramat (Borong Karrasa) 
 Dihutan tersebut adalah tempat khusus untuk melaksanakan 
berlangsungnya kegiatan Upacara Adat yang biasa disebut 
acara o sehingga apa dan bagaimanapun juga kita 
tidak boleh sama sekali mengganggu apa saja yang ada 
didalamnya seperti kayu, rotan, lebah, dan jenis binatang, 
kecuali yang akan dipakai dalam upacara  ( ) 
seperti kayu tempat menumbuk padi yang dipakai pada acara 
tersebut, kayu bakar, rotan, lebah, dan udang untuk secukupnya 
pada acara  secara keseluruhan. 
2. Hutan Penyangga (Borong Battasa)
 Hutan ini adalah hutan yang berada di pinggiran hutan  
lindung juga tidak bisa sewenang-wenang diganggu kecuali 
terjadi semacam bencana terhadap masyarakat hukum adat 
yang ada dalam kawasan seperti kebakaran rumah, termasuk 
memperbaiki tiga rumah pertemuan ( ) diantaranya 
rumah tua di Daulu (Bola Toa Ri Daulu), rumah tua di Benteng 
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(Bola Tonroloa), rumah tua di Tombolo (Bola Toa Ri Tombolo) 
atas persetujuan Ammatoa 
3. Hutan Masyarakat (Borong Rajja)  
 Hutan masyarakat adalah suatu model kewajiban 
masyarakat hukum adat yang diterapkan melalui kebersamaan 
untuk senantiasa menjaga kestabilan penghijauan yang ditanam 
masing-masing diatas tanah masyarakat dan untuk 
dipergunakan sendiri dalam kebutuhan baik papan maupun 
sandang, namun pada penebangan diharapkan mengganti 
tanaman baru (Menanam kembali).                                                                                           
 Ketiga hutan tersebut Ammatoa sebagai kepala adat 
mempunyai peranan untuk menjaga kelestariannya, peranan 
Ammatoa disini lanjut menurut Puto Hading khususnya dalam hutan 
keramat adalah memberikan sanksi adat kepada setiap orang  yang 
melakukan penebangan kayu (tabbang kaju), yang melakukan 
penangkapan udang (rao doing), yang melakukan pengambilan 
rotan (tatta uhe) dan melakukan panen lebah (tunu bani). Karena 
hanya dalam upacara adat tertentu saja yang bisa memanfaatkan 
hasil alam yang berada didalam hutan keramat tersebut. 
 Peranan lain dari Ammatoa dalam melestarikan lingkungan 
alamnya adalah dengan selalu mengingatkan kepada masyarakat 
adatnya tentang pentingnya menjaga hutan karena Pasang telah 
mengajarkan itu. Untuk mengefektifkan penjagaan tersebut maka 
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Ammatoa senantiasa mengingatkan pemangku adat yang punya 
tugas tersebut untuk selalu mengontrol dan mejaga hutan keramat 
tersebut. Sedangkan dalam hal menjaga hutan perbatasan maka 
Ammatoa juga memiliki peranan dalam membuat regulasi, bahwa 
hanya orang yang memperoleh izin saja yang bisa melakukan 
penebangan pohon dihutan perbatasan, disesuaikan dengan 
kebutuhan atas persetujuan Ammatoa, melakukan penanaman dua 
pohon terlebih dahulu sampai tumbuh sebelum menebang pohon 
dan pohon yang akan ditanam tersebut sebagai pengganti 
ditentukan oleh Ammatoa. 
4. Ammatoa Sebagai Kepala Adat dalam Menyelesaikan 
Pelanggaran Adat 
 Sebagai Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
kesehariannya selain patuh terhadap hukum nasional yang berlaku 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam juga sangat patuh terhadap hukum adat yang 
berlaku di dalam kawasan adat. Di dalam penjelasan sebelumnya 
telah ditegaskan bahwa Pasang adalah sumber dari segala sumber 
hukum adat yang berlaku. Ketika ada aturan Pasang yang 
dilanggar maka ganjarannya selain langsung dari Yang Maha 
Kuasa ( ) biasanya berupa bencana, Ammatoa 
sebagai kepala adat dibantu oleh pemangku adat yang lain memiliki 
peranan dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat hukum 
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adat yang melakukan pelanggaran. Sanksi dapat berupa sanksi 
sosial, denda, maupun sanksi di usir dari dalam kawasan adat. 
Sanksi tersebut dapat dijatuhkan melalui pengadilan adat 
( ). 
 Pelanggaran yang biasa terjadi kaitannya dengan 
lingkungan alam (Hutan) adalah terjadinya penebangan tanpa izin 
Ammatoa, pencurian dan atau pengrusakan terhadap hasil alam di 
dalam hutan. Maka Ammatoa akan sangat tegas dalam menindak 
pelanggran tersebut dengan memberikan sanksi adat karena 
tindakan ini sudah termasuk menyalahi Pasang dan Ammatoa pun 
beranggapan bahwa dengan melakukan hal tersebut berarti 
masyarakat tidak mampu menghargai lingkungannya yang 
mestinya dijaga bersama-sama dan pemanfaatanya tidak 
digunakan secara berlebihan apalagi hanya untuk kepentingan 
pribadi. 
Agar Sanksi adat dapat ditetapkan dan berjalan efektif maka 
pelanggran  tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu (1) 
pelanggran berat, (2) pelanggran sedang dan (3) pelanggran 
ringan. Ketiga tingkat kategori pelanggran tersebut adalah sebagai 
berikut62: 
                                                             
62
 Abdul Hafid, Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang, De La 
Macca, Makassar, hlm. 57. 
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1. Pelanggaran berat, yaitu pelanggran yang dikenakan sanksi 
kepada orang yang melakukan penebangan kayu di borong 
karamaka. Terhadap jenis pelanggran ini dikenakan hukuman 
yang disebut dengan istilah lokalnya pokok babbalak (pangkal 
cambuk) atau setara dengan perbandingan uang rupiah saat ini 
sebesar Rp. 800,000, ditambah satu gulung kain putih bagi 
orang yang beragama islam.  
2. Pelanggran sedang, yaitu pelanggran yang dikenakan sanksi 
kepada orang yang melakukan penebangan kayu di borong 
battasaya yang melebihi jumlah yang diberikan oleh Ammatoa. 
Pelanggaran semacam ini diberikan hukuman yang disebut 
tangnga babbalak (bagian tengah cambuk) atau setara dengan 
rupiah saat ini sebanyak Rp. 400,000, ditambah dengan kain 
putih satu gulung. 
3. Pelanggaran ringan, yaitu pelanggran yang dikenakan kepada 
seorang warga komunitas adat kajang, karena kelalainnya 
menyebabkan kayu dalam kawasan hutan mengalami 
kerusakan/ tumbang atau ditebang tapi tidak diangkat dari 
tempatnya, atau penebangan hutan koko (kebun). Hukuman 
terhadap pelanggar adat tersebut, adalah hukuman yang 
disebut cappa babbalak atau setara dengan uang rupiah 
sebanyak Rp. 200,000, ditambah dengan satu gulung kain 
putih. 
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Selain sanksi adat, sanksi lain pun berlaku menurut hukum 
nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e. Pasal 
tersebut berbunyi Menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin 
dari pejabat yang berwenang . Akan dikenakan sanksi pidana 
Barang siapa dengan 
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) 63. 
Bentuk pemberian sanksi tersebut diatas adalah merupakan 
efek jera agar masyarakat betul-betul paham akan pentingnya 
mengamalkan Pasang dan menghargai lingkungan alam (Hutan). 
Biasanya untuk menentukan pelakunya didasarkan atas laporan 
dari pemangku adat misalnya Galla Bantalang, salah satu 
pemangku adat yang bertugas menjaga hutan tersebut. Galla 
Bantalang ini yang kemudian menyampaikan pelanggaran tersebut 
kepada Ammatoa. Selain laporan dari pemengku adat, biasanya 
inisiatif dari warga sendiri yang melihat pelanggran tersebut untuk 
melaporkan ke Ammatoa. Berdasar dari laporan tersebut kemudian 
Ammatoa melakukan pemanggilan terhadap warga yang diduga 
                                                             
63 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
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melakukan pelanggran. Selain yang bersangkutan yang dipanggil, 
Ammatoa sebagai kepala adat yang demokratis kemudian 
menghadirkan pemangku adat lain yang membantu tugas yang 
berkaitan dengan penjatuhan sanksi adat dan dihadiri oleh 
masyarakat hukum adat setempat untuk selanjutnya diadili sesuai 
jenis pelanggarannya. 
Selain pelanggran yang penulis jelaskan diatas, di kawasan 
adat juga masih mengenal pelanggran lain yang juga mendapatkan 
sanksi adat, misalnya tidak mengindahkan makna Pasang dengan 
berperilaku hidup modern contohnya dengan mengubah bentuk 
rumah, menggunakan perabot rumah tangga yang dilarang 
digunakan didalam kawasan adat hingga menggunakan kendaraan 
memasuki kawasan adat.  
Sementara pelanggran yang berkaitan dengan tindak pidana 
sebelum di serahkan ke Ammatoa untuk diadili, sebagai bentuk 
pengakuan terhadap hukum nasional, Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam biasanya langsung melaporkan kepada pihak 
kepolisian untuk diproses. Kalau pun pihak kepolisian tidak mampu 
menyelesaikan perkara tersebut, sesuai tulisan penulis sebelumnya 
menjelaskan bahwa biasanya dikembalikan ke Ammatoa untuk 
selanjutnya diadili.  
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Kemudian pelanggran yang berkaitan dengan asusila dan, 
pelecehan, dan atau tidak sesuai adat istiadat, juga mendapatkan 
sanksi adat. Terdapat tiga bentuk sanksi sesuai dengan tingkatan 
pelanggarannya, seperti halnya sanksi yang dikenal terhadap 
pelanggaran lingkungan alam (hutan), adalah sebagai berikut64 :  
a. Bagi mereka yang menghamili seorang gadis atau janda, maka 
sanksi yang dijatuhi mereka yakni berupa denda sebanyak Rp. 
800,000, ditambah dengan kain putih satu gulung. Sanksi 
semacam ini disebut dengan istilah Pokok Babbalak (pokok 
cambok). Selain itu diwajibkan pula untuk mengawini si gadis 
atau si janda tersebut. kalau pelakunya keberatan atau 
mengawini si gadis atau si janda tersebut maka mereka harus 
diusir keluar dari kawasan Ilalang Embaya, dan dilarang bergaul 
atau bergabung dengan warga masyarakat adat kajang. 
b. Bagi mereka yang mengganggu seorang gadis atau seorang 
janda dan si gadis itu atau si janda itu atas perlakuannya itu. 
Maka sanksi yang dijatuhi berupa denda sebanyak Rp. 400,000, 
ditambah dengan kain putih satu gulung. Sanksi semacam ini 
disebut pula Tangnga Babbalak (setengah cambuk). 
c. Bagi mereka yang memasuki rumah seorang gadis atau 
seorang janda tanpa diketahui oleh seorang gadis atau janda, 
maka dijatuhi hukuman berupa denda sebanyak Rp. 200,00, 
                                                             
64 Ibid., hlm. 67. 
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ditambah kain putih satu gulung. Sanksi semacam itu disebut 
pula cappak (pucuk) Babbalak (ujung cambuk).  
Melihat penjelasan tentang sanksi untuk pelanggaran adat 
diatas maka bisa dipastikan aturan di kawasan adat tersebut tegas, 
setimpal dan berlaku efektif. Adanya partisipasi dari warga dalam 
melaporkan setiap pelanggaran adat yang terjadi menjadikan 
aturan tersebut efektif. Kalaupun ada suatu pelanggran yang tidak 
diketahui pelakunya, atas inisiatif dari Ammatoa sebagai kepala 
adat kemudian membuat upacara adat dalam bentuk ritual 
mengungkap kebenaran salah satu contohnya  
(membakar linggis) yang selanjutnya penulis akan jelaskan fungsi 
dari upacara adat tersebut dibagian berikutnya. 
Berdasarkan penjelasan diatas terkait pelanggaran adat dan 
sanksinya kemudian penulis menyimpulkan bahwa peranan 
Ammatoa dalam menyelesaikan pelanggaran adat sangatlah besar. 
Ammatoa tidak hanya bertindak sebagai mediator, pengadil, namun 
juga bisa sebagai inisiator atas pengungkapan suatu pelanggaran 
adat. 
5. Ammatoa Sebagai Kepala Adat Peranannya Terhadap Upacara 
Adat dan Keagamaan 
 Upacara Adat dan Keagamaan beberapa bagian berbeda 
dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam tidak pernah melepaskan dirinya dari upacara 
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adat maupun keagamaan. Sedangkan masyarakat pada umumnya 
yang telah hidup modern meninggalkan upacara adat maupun 
upacara keagamaan tertentu karena dianggap mistis. Namun beda 
halnya dengan yang Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam, 
mereka mempercayai bahwa bentuk pengamalan Pasang bisa juga 
dilakukan melalaui upcara adat dan keagamaan. Untuk melakukan 
pemilihan (Attanang) Ammatoa yang baru saja pasca meninggalnya 
Ammatoa sebelumnya mesti dilaksanakan dalam bentuk upacara 
adat. Selain itu dalam hal pemberian sanksi ada beberpa 
pelanggaran yang hukumannya dilakukan dalam bentuk upacara 
adat pula. Ada juga upacara keagamaan yang dilakukan sebagai 
bentuk rasa syukur mereka atas rezeki yang baru mereka 
dapatkan, baik karena diberikan keturunan maupun karena 
diberikan rezeki untuk menempati rumah yang baru.  
 Lalu, apa peranan Ammatoa sebagai kepala adat dalam 
upacara adat maupun keagamaan. Penulis pun kemudian 
membaginya kedalam 3 bagian peran, yakni sebagai pengadil, 
sebagai inisiator dan hanya sebagai tamu kehormatan. Dalam 
acara yang dibuat secara khsusus misalnya Andingingi (syukuran) 
Ammatoa berperan sebagai inisiator, sedangkan dalam acara yang 
dibuat dalam mengungkap kebenaran misalnya Attunu panroli 
(membakar linggis) Ammatoa berperan sebagai pengadil dan 
dalam acara yang dilakukan secara pribadi oleh masyarakat hukum 
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adat setempat misalnya naik ribola (menempati rumah baru) 
Ammatoa berperan sebagai tamu terhormat saja atau dalam kata 
lainnya sebagai bentuk pemberitahuan yang wajib disampaikan 
karena jabatannya sebagai kepala adat. 
 Berikutt ini penulis mendeskripsikan satu persatu Upacara 
adat dan keagamaan tersebut yaitu:  
a. Jenis Dan Bentuk Kegiatan Upacara Adat  Secara Khusus; 
1.  
 adalah sebuah Acara Ritual tertinggi secara 
umum dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa), 
dimana acara tersebut merupakan tuntunan dan selamatan hajat 
terhadap keberadaan dunia (Lino) akhirat (Ahere) semoga selalu 
dalam lindunga Tuhan Yang Maha berkehendak ( ), 
juga sebagai suatu proses terbentuknya Ammatoa dan Anrongta 
baik  maupun  setelah wafatnya Ammatoa 
(  ng) atau ke dua Anrongta tersebut diatas. Adapun tempat 
pelaksanaannya hanya di (Tombolo), dan 
 (Karanjang) 
2. Andingingi 
Andingingi adalah sebuah Acara Ritual tahunan Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) dimana acara tersebut 
merupakan rasa syukur dari segala nikmat yang diberikan kepada 
kita semua semoga kita tetap mendapat rezki yang halal dalam 
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keadaan aman, damai, serta terhindar dari segala bencana dan 
malah petaka. Dan tempat pelaksanaannya di Dusun Sobbu. 
3.  
 adalah suatu acara ritual yang sewaktu-waktu 
dilakukan apabilah tanaman baik pertanian maupun perkebunan 
warga Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam terganggu oleh 
hama tikus dan tempat pelaksanaannya di pinggir laut. 
4. Annyamburu 
Annyamburu adalah suatu bentuk kegiatan ritual Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) yang dilakukan setelah 
adanya pelanggaran berat yang pernah dilakukan o leh siapapun 
dalam kawasan Ammatoa (Lalang Rambang) seperti 
pembunuhan, persinahan dan aborsi ( ).  
b. Upacara Adat Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam Mengungkap 
Kebenaran 
1. Attunu Passau 
Attunu Passau adalah satu bentuk Ritual untuk mengutuk 
para pelaku kesalahan seperti; mencuri,  yang tidak mau mengakui 
kesalahannya, namun untuk melaksanakan Ritual tersebut 
mempunyai proses yang sangat panjang karena harus 
mengumpulkan warga (Abborong) paling kurang tiga kali untuk 
menyebarluaskan bentuk kejadian, setelah itu tidak ada yang 
mengakui maka terpaksa dilaksanakan acara tersebut. Hal-hal 
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yang bisa terjadi pada pelaku tersebut adalah Kutukan seperti; 
perut buncit, penyakit kusta, gila, mati mengenaskan, membusuk 
dalam kuburan, dan yang paling celaka rohnya tidak diterimah oleh 
Allah SWT. 
2. Attunu Panroli 
 (Membakar Linggis) adalah suatu alat dan 
proses mengungkap kebenaran yang langsung nyata ini dilakukan 
apabila sesuatu kesalahan terjadi disuatu tempat dan ternyata ada 
yang dicurigai tetapi juga tidak mau mengaku maka semua warga 
yang ada disekitar kejadian termasuk yang dicurigai dikumpulkan 
dan dilangsungkan pembakaran linggis lalu semua yang hadir 
memegan linggis yang sudah dibakar sampai memutih, yang 
tentunya didahului oleh orang yang ditentukan (Ahlinya) lalu disusul 
oleh pemerintah setempat sesudah itu baru masyarakat umum. Hal 
yang terjadi adalah dengan memegang besi yang berwarnah putih 
apabila orang yang tidak bersalah maka kita juga merasa biasa-
biasa saja tetapi kalau memang sudah pelakunya maka tangannya 
langsung melekat dan terbakar habis.
3. Abbo  
Merupakan suatu cara untuk mengungkap kebenaran 
dengan cara yang berbeda ini dilakukan dengan ucapan dan 
sumpah dihadapan Ammatoa, hal yang mungkin terjadi adalah 
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sama dengan Passau tapi terhusus kepada yang melakukan 
sumpah tersebut. 
c. Jenis Dan Bentuk Kegiatan Upacara Adat  Serta Upacara 
Keagamaan Yang Dilakukan Secara Pribadi Oleh Masyrakat 
Hukum Adat Kajang Dalam 
1. Acara Dalam Bentuk Syukuran 
1) Akkattere 
Akkattere(Tahlul) adalah sebuah bentuk pesta 
masyarakat adat yang mengandung makna hijrah dengan 
persiapan yang sangat cukup untuk mensedekahkan 
sebahagian hasil jerih paya yang didapatkan dengan cara 
halal kepada semua para pemangku adat dan Karaeng Tallu 
serta para tetangga dan keluarga lain, pada acara tersebut 
kita memanggil semua para pemangku adat dan Karaeng 
Tallu dengan cara , kegiatan ini 
mengandung makna sama dengan orang naik Haji justru 
hanya dilakukan bagi orang yang dianggap mampu. 
2) Naik RiBola 
Adalah bentuk pesta adat yang dilakukan sebagai 
rasa syukur dalam menjalani aktifitas keseharian dengan 
baik diatas rumah yang kita tinggali sebagai kebutuhan 
mendasar untuk menyandarkan jiwa raga untuk berpikir dan 
berbuat untuk kebutuhan sehari-hari, pada acara tersebut 
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hanya memanggil . Dan melakukan 
namanya Assallu Tana. 
3) Akkalomba 
Suatu bentuk Pesta Warisan yang dilakukan secara 
turun temurun  sebagai rasa kesal terhadap kekeliruan yang 
pernah dilakukan oleh Nenek Moyang Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam (Ammatoa), Jika kita mempunyai garis 
turunan dari Kr Padulu Dg Soreang dan tidak melakukan 
pesta kalomba maka pasti anak-anak kita mendapat cobaan 
seperti selalu menangis, kudisan dan lain-lain basa terjadi. 
2. Acara Dalam Bentuk Berduka( ); 
1)  
Acara  dilakukan setelah penyelesaian seratus 
hari terhadap orang mati di dalam Masyarat Hukum Adat 
Kajang Dalam (Ammatoa) yang merupakan bahagian dari 
keluarga yang mampu dan  pada acara tersebut harus 
memotong kerbau minimal 2 ekor dan persediaan beras 
lebih banyak karena harus memanggil sebanyak 36 
pemangku adat  Ammatoa. 
2) -lajo 
Acara -lajo dilakukan setelah penyelesaian 
seratus hari terhadap orang mati di dalam kawasan 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) yang 
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merupakan bagian dari keluarga yang mampu dan  pada 
acara tersebut harus memotong kerbau minimal 1 ekor dan 
persediaan beras yang banyak karena harus memanggil 
sebanyak 26 pemangku adat  Ammatoa. 
3) Rahe-rahe 
Acara Rahe-rahe dilakukan setelah penyelesaian 
seratus hari terhadap orang mati di dalam kawasan 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam yang merupakan 
bahagian dari keluarga yang sederhana/ kurang mampu dan  
pada acara tersebut biasanya hanya memotong Kambing/ 
Ayam persediaan beras tidak banyak karena hanya 
memanggil   dan Kepala 
Kampung. 
Keterlibatan masyarakat mempunyai peranan penting dalam 
setiap upacara adat maupun keagamaan yang dilaksanakan di 
dalam kawasan adat. Yang terlibat bukan hanya yang bermukim 
didalam kawasan saja namun masyarakat yang berasal dari luar 
kawasan juga biasanya terlibat. Hasil koisioner menunjukkan 
bahwa 80 % masyarakat yang berada di dalam kawasan adat 
sering mengikuti upacara adat, 16 % menjawab hanya sesekali saja 
dan 4 % sisanya menjawab tidak pernah. Sedangkan masyarakat 
yang bermukim diluar kawasan adat  70 % menyatakan sering 
mengikuti upacara adat, 20 % menyatakan hanya sesekali saja dan 
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10 % sisanya menjawab tidak pernah. Dari hasil ini juga 
menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam tidak 
pernah menutup diri dari masyarakat yang berada diluar kawasan 
adat. Banyaknya presepsi masyarakat yang belum begitu mengenal 
budaya Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam yang menganggap 
kesehariannya tertutup dan dianggap mistis dibantahkan hasil 
koisioner tersebut. 
6. Ammatoa Sebagai Kepala Adat dalam Menjaga Eksitensi 
Kearifan Lokal dan Tantangan Zaman  
 Eksistensi dari suatu Masyarakat Hukum Adat dalam 
menjaga kearifan lokalnya sangat penting ditengah pengaruh 
teknologi dan tantangan zaman modern saat ini. Bukan hanya 
pengakuan yang dibutuhkan dari Negara atas hak hak tradisionalya 
namun mempertahankan eksistensi tersebut menjadi wajib 
hukumnya agar tidak mudah tergerus oleh zaman.  
 Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam yang 
masih sangat tradisional dengan prinsip hidup kamase-mase 
menjadikannya sebagai komunitas adat yang masih eksis sampai 
saat ini. Kebiasaan dan cara-cara hidup sederhana secara tidak 
langsung membawa pengaruh terhadap masyarakat yang 
bermukim di luar kawasan adat. Hal ini menurut penulis sebagai 
penghargaan atas kawasan adat tersebut dan cara-cara hidup 
sederhana layak untuk dipertahankan ditengah pengaruh teknologi. 
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Hasil koisioner menunjukkan bahwa 85 % responden menjawab 
Ya, berpengaruh dan 15 % sisanya menjawab tidak berpengaruh. 
 Namun kebiasaan hidup sederhana Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Dalam tersebut tidak serta merta berjalan mulus di zaman 
modern sekarang yang semakin canggih walaupun secara 
keseluruhan prinsip hidup kamase-mase masih dominan. Penulis 
melihat secara langsung fakta-fakta yang terjadi di lapangan 
menunjukkan sudah masuknya pengaruh teknologi kedalam 
kawasan, salah satu contohnya beberapa masyarakat telah 
menggunakan ponsel seluler  (HP). Tapi masyarakat beralasan 
bahwa penggunaan ponsel seluler sebagai media komunikasi 
memudahkan mereka dalam berhubungan dengan orang lain. 
Alasan pembenar yang lain yang biasa penulis dapatkan adalah 
karena dahulu belum diproduksi yang namanya ponsel seluler. 
sehingga di dalam kawasan tidak mengenal yang namanya ponsel 
seluler saat itu. Kemudian contoh lain, beberapa warga telah 
memiliki kendaraan roda dua (motor), walaupun Ammatoa 
melarang masuknya kendaraan roda dua kedalam kawasan adat 
namun warga setempat tidak kehilangan akal dengan menitipkan 
motor tersebut di rumah warga yang berada di luar kawasan adat. 
 Pengaruh teknologi terhadap kehidupan Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam dibenarkan oleh masyarakat Desa Tanah 
Towa. Hasil koisioner menunjukkan 96 % masyarakat yang berada 
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di dalam kawasan adat menyatakan telah ada pengaruh dan 4 % 
sisanya menjawab tidak terpengaruh dan masyarakat yang berada 
diluar kawasan 90 % menjawab hal yang sama dan 10 % sisanya 
menjawab tidak terpengaruh. Hasil ini juga semakin dikuatkan 
dengan fakta yang penulis dapatkan bahwa beberapa masyarakat 
telah menggunakan peralatan dapur yang diproduksi oleh pabrik-
pabrik modern misalnya piring dan gelas yang tidak lagi terbuat dari 
peralatan tradisional. 
 Melihat fenomena yang tejadi tersebut menjadikan Ammatoa 
sebagai kepala adat mempunyai tanggung jawab yang sangat 
sentral atas pengaruh teknologi yang mulai merambah ke kawasan 
adat dalam mempertahankan eksistensi kearifan lokalnya. 
Ammatoa diharapkan senantiasa mengingatkan warganya untuk 
senantiasa berperilaku hidup kamase-mase sesuai Pasang, 
mengingatkan kepada warganya tentang pentingnya pengamalan 
Pasang dan jangan mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat 
dari luar kawasan adat.  
 Bukan hanya Ammatoa saja yang punya peranan dan 
tanggung jawab dalam menjaga eksitensi kearifan lokanya. Tapi 
pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kecamatan dan 
pemerintah kabupaten untuk tidak banyak mencampuri urusan 
pemerintahan adat dalam hal kebijakan sehingga pemerintahan 
adat mempunyai wewenang sendiri dalam pengambilan kebijakan. 
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Dari sektor parawisata, pemerintah diharapkan bisa mengangkat 
citra baik  dan kehidupan tradisionalnya sebagai salah satu sektor 
wisata kebudayaan baik di kancah nasioanal maupun internasional. 
 Selain itu Pemerintah Kabupaten dalam hal ini  Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bulukmba segera 
membuatkan aturan dalam bentuk perda yang lebih menitik 
beratkan pada pengelolaan hutan adat, saat sekarang ini 
patokannya hanya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan   
yang menggolongkan hutan di kawasan adat Ammatoa hanya 
hutan produksi terbatas maka sewaktu waktu keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam dipreteli oleh pihak pihak 
yang tidak bertanggung jawab, tidak lagi peduli terhadap kawasan 
adat dengan mengambil alih sebagian fungsi hutan, padahal hutan 
di kawasan adat menjadi salah satu bagian penting dalam 
menjalankan perilaku hidup sederhana (Kamase-mase). Penulis 
beranggapan bahwa dengan dibuatkannya regulasi dalam bentuk 
perda tentang hutan adat maka secara tidak langsung telah 
menjaga dan mengakui  eksitensi kearifan lokal Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam.  
 Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam 
menjaga kearifan lokalnya, senantiasa mendasari kehidupannya 
sesuai dengan Pasang. Karena era modern ini bisa saja 
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menggerus kearifan lokalnya ketika masyarakat hukum adat 
setempat tidak terlibat aktif menjaganya. 
 Kemudian bagian terakhir dari penelitian ini, penulis akan 
memaparkan tentang rangkuman pandangan Ammatoa 
kedepannya menghadapi tantangan zaman. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis,  Ammatoa menyatakan bahwa: 
1. Kedepannya akan banyak terjadi konflik horizontal, laju 
pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sementara tanah 
tidak pernah bertambah secara tidak langsung berpengaruh 
terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tanah yang didominasi 
oleh sektor pertanian membuat mata pencaharian khsusnya 
Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam semakin berkurang. 
2. Selanjutnya adalah persoalan agama. Banyak paham dan 
ideologi dalam mentafsirkan suatu keyakinan yang salah arah 
membuat banyak masyarakat lupa akan kepercayaan yang 
hakiki salah satu contohnya kasus terorisme yang biasa 
mengatasnamakan agama tertentu dan menganggapnya jihad 
dijalan tuhan.  
3. Kemudain pandangan Ammatoa yang terakhir adalah 
perebutan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem 
demokrasi yang diterapkan di Indonesia membuat masyarakat 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memimpin dan 
mengendalikan kekuasaan. Namun yang sering terjadi adalah 
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sistem ini kadang salah diartikan oleh masyarakat. Hanya 
mengutamakan kepentingan pribadinya saja sehingga 
terkadang diantara mereka malah saling sikut dan saling 
menjatuhkan hanya karena berebut tampuk kekuasaan. 
   Ketiga hal tersebut diatas kemudian penulis menyimpulkan 
bahwa era modern membuat banyak perubahan dan banyak pula 
pengaruh, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Semua hal 
tersebut menyatu dalam tantangan zaman yang setiap orang mau 
tidak mau akan melewatinya dan suka tidak suka akan menjalaninya. 
Tak terkecuali Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam. Untuk tetap 
menjaga eksistensinya maka mesti mempertahankan perilaku hidup 
sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisonalnya masih perlu 
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A. KESIMPULAN  
Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta 
pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang 
penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pemilihan kepala adat (Ammatoa) dalam Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Dalam berbeda dengan pemilihan kepala adat 
pada umumnya yang mayoritas dipilih berdasarkan musyawarah 
mufakat dengan masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Dalam percaya bahwa Ammatoa adalah wakil 
Tuhan di dunia ini dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa (Tau 
), punya keistimewaan bisa berhubungan langsung 
dengan . Jadi hanya orang pilihan yang bisa 
menjadi Ammatoa. Pemilihan (Attanang). Seorang Ammatoa hanya 
dapat terpilih apabila memiliki sifat yang menonjol berupa 
Kesabaran, Ketaatan, Kejujuran, Tegas dan berperilaku hidup 
sederhana (kamase-mase) selama hidupnya. Mampu menguasai 
dan mengamalkan Pasang secara sempurna dan mampu melewati 
tantangan selama proses pemilihan (Attanang) Ammatoa 
berlangsung. 
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2. Bahwa peranan kepala adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum 
Adat Kajang Dalam didasarkan atas Pasang. Ada pun peranan 
Ammatoa sebagai berikut: 
1) Ammatoa sebagai kepala adat memiliki peranan penting dalam 
struktur pemerintahan adat. Ammatoa sebagai pucuk pimpinan 
tertinggi berperan aktif dalam menjaga stabilitas pemerintahan 
adat dan bertindak secara demokratis berdasarkan Pasang. 
2) Ammatoa sebagai kepala adat memiliki peranan dalam 
melesatrikan Pasang. Pasang sebagai pedoman hidup. Jadi 
Ammatoa senantiasa mengingatkan kepada masyarakat 
adatnya akan pengamalan Pasang dalam bentuk tindakan hidup 
sederhana (kamase-mase). 
3) Ammatoa sebagai kepala adat dalam melestarikan lingkungan 
alam (hutan). Ammatoa mempunyai peranan menjaga 
lingkungan alam (hutan) dari tangan jahat manusai dan 
senantiasa menindak tegas masyarakat yang tidak 
mengindahkan Pasang terkait lingkungan alam (hutan) 
4) Ammatoa sebagai kepala adat dalam menyelesaikan 
pelanggaran adat. Ammtoa memiliki peranan sangat penting, 
Ammatoa menjadi mediator dalam hal pelanggran ringan, 
menjadi pengadil dalam hal pelanggran berat dan menjadi 
inisiator dalam hal mengungkap suatu pelaku terhadap suatu 
pelanggaran adat. 
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5) Ammatoa sebagai kepala adat dalam upacara adat dan 
keagamaan. Ammatoa mempunyai peranan untuk senantiasa 
mengingatkan masyarakat adatnya tentang pentingnya 
berkumpul dalam suatu upacara adat mapun keagamaan.  
B. SARAN-SARAN  
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang 
diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah :  
1. Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam diharapkan tetap 
menjaga prinsip hidup sederhana (kamase-mase) dan pola 
hidup tradisionalnya berlandaskan Pasang. Tidak dengan 
mudah terpengaruh oleh era modern. Upacara-upacara Adat 
senantiasa dijalankan dan senantiasa menjaga lingkungan 
alamnya dari kerusakan. 
2. Ammatoa sebagai kepala adat diharapkan mampu menjalankan 
perannya secara maksimal dengan dibantu oleh pemangku adat 
lainnya baik dari segi pengamalan Pasang, menyelesaiakan 
pelanggaran adat dengan baik hingga menjaga hutan adat dari 
kerusakan. 
3. Pemerintah diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga 
eksistensi kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam 
dari pengaruh zaman modern dan tidak terlalu banyak 
mencampuri pemerintahan adat kajang dalam. 
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